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ABSTRAK

Nama : Himmah Radiatur Rububiyah

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Analisis yuridis terhadap sertipikat dengan nomor hak yang sama
di atas bidang tanah yang berbeda pada satu kelurahan (studi pada
kantor pertanahan kota bekasi)

Sertipikat merupakan surat tanda bukti penguasaan hak atas tanah. Sertipikat
tanah terdini dari salinan buku tanah dan surat ukur. Salinan buku tanah mengurai
mengenai data yuridis, sedangkan surat ukur menguraikan mengenai data fisik.
Untuk jenis hak pada tiap-tiap bidang tanah di dalam satu kelurahan akan
diberikan satu nomor hak dan satu nomor identifikasi bidang tanah. Sehingga
tidak dimungkinkan terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas
bidang tanah yang berbeda di dalam satu kelurahan, Pada fakta yang Penulis
temukan yaitu adanya penerbitan sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas
bidang tanah yang berbeda dalam satu kelurahan di kawasan perumahan di Kota
Bekasi. Terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah
yang berbeda dapat terjadi karena sistem booking parsial nomor hak dalam
kegiatan pemisahan sertipikat yang diajukan oleh Pengembang Perumahan.
Sistem booking parsial ini pada kenyataannya terdapat kelemahan yaitu sistem
penomoran hak pada buku tanah dan sertipikat berdasarkan pengelompokkan
sertipikat induk sehingga apabila petugas buku tanah sertipikat tidak cermat maka
akan menyebabkan terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas
bidang tanah yang berbeda, selain itu terbitnya sertipikat hasil pemisahan secara
bertahap berdasarkan sertipikat induk yang mengakibatkan terbitnya sertipikat
tidak pada saat yang bersamaan sesuai jumlah permohonan pemisahan menjadikan
sulitnya pemeriksaan buku tanah dan sertipikat baru hasil pemisahan oleh pejabat
yang berwenang juga menjadi alasan terbitnya sertipikat dengan nomor yang sama
di atas bidang tanah yan; berbeda. Penyelesaian atas permasalahan tersebut
sampai dengan sekarang belum diatur secara konkret di dalam peraturan
perundang-undangan, hanya saja permasalahan tersebut dapat diselesaikan
berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Penyelesaian
tersebut dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan perbaikan nomor hak
pada salah satu sertipikat atau juga dapat mengajukan permohonan penggabungan
sertipikat apabila pada salah satu sertipikat yang mempunyai nomor hak yang
sama tersebut terdiri dari beberapa bidang tanah yang saling bersebelahan dan
dipunyai oleh pemegang hak yang sama. Baik penyelesaian dengan permohonan
perbaikan maupun dengan permochonan penggabungan sertipikat akan mematikan
nomor hak yang diperbaiki dan digabung dan akan mendapatkan nomor hak yang
baru pula. Sehingga dengan mematikan nomor hak lama dan memberikan nomor
hak baru atas sertipikat yang dimohon, maka tidak ada lagi sertipikat dengan
nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang herbeda dalam satu kelurahan.

Kata kunci : Sertipikat dengan nomor hak yang sama
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ABSTRACT

Name : Himmah Radiatur Rububiyah
Program Study: Magister Kenotariatan
Title : Juridical Analysis towards certificates with the same number of

right over different parcels of land within one sub-district (a case
study at the land office of bekasi city)

A certificate constitutes an evidence of holding on right over land. Land certificate
consists of the official copy of the land book and measurement letter. The certified
copy of land book describes the juridical data, whereas thc measurement letfer
describes the physieal data. For the type of right over each parcel of land within
one village will be provided one number of right and one identification number of
parcel of land. Therefore, it will not possible to be issue certificates with the same
number of right over different parcels of land within one village. On the fact
which the Writer discovered, there is an issuance of certificates with the same
number of right over different parcels of land within one village in the housing
compound at Bekasi City. The issuance of certificates with the same number of
right over different parcels of land could take place because of the partial booking
system of number of right:in the certificate splitting activities submitied by the
Developer of Housing Compound. This partial booking system actually has flaw
which is the right numbering system in the land book and the certificate is based
on classification of main certificate, therefore, if the certificate land book official
is not aceurate, then, it will eause the issuance of certificates with the same
number of right over different parcels of land, in addition the issuance of
certificates as the result of pradual splitting based on main certificate which
causes the issuance of certificates not on the same period of time in accordance
with the total number of applications for splitting makes it difficult for the
examination by the authorized offieial over the new land books and eertificates
resulting from splitting, it also becomes the reason for the issuance of certifieates
with the same number of right over different parcels of land. Settlement over such
problem up to the present time has not yet been concretely stipulated in the
statutory regulations; it can merely be settled internally by the Land Office of
Bekasi Municipality’s. Settiement can be taken by submitting application for
correction over the number of right over one of the certifieates or the coneemned
parties may also submit application for the merger of certificates if the certificates
possessing the same number of right consist of several parcels of land located next
to one another and owned by the same holder of right. Settlement, both by means
of application for correction and application for amalgamation (combining) of
eertificates will terminate the number of right being correeted and merged and
will also receive new number of right. Therefore, by terminating the previous
number of right and providing new number of right over the certifieates being
applied, then, there will no longer be any cerlifieates with the same number of
right over different parcels of land within one sub-district.

Keywords: Cerlifieates with the same number of right
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendaftaran tanah di Indonesia pertama kalinya diatur di dalam Undang-
undang Nomor 5§ Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(Undang-undang Pokok Agraria), di dalam Pasal 19 yang memerintahkan
diselenggarakannya pendafiaran tanah dalam rangka menjamin kepastian
hukum. Kemudian mengenai pelaksaan pendaftaran tanah diatur lebih lanjut di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tansh yang berlaku sejak 23 Maret 1961 yang sampai saat ini menjadi dasar
dalam kegiatan pendz;fta.ran tanah di Indonesia. Dalam perkembangannya,
peraturan pelaksana tel:sebut kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang
tetap mempertahankan fujuan dan sistem pendaftaran tansh yang pada
bakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Agraria, yaitu
bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan
kepastian hukum di bidang pertanahan,

Arti pendaftaran tanah itu sendiri adalah rangkaian kegiatan vyang
dilakukan oleh Pemerinah secara terus menerus, berkesinambungan dan
teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satusn rumab susun, termasuk
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada
haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.! Tujuan diadakan pendaftaran tanah yaitu :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dan hak-
hak lain yang tedafiar atas suatu bidang tanah, satuan rumsah susun dan
hak-hak [ain yang terdafiar, agar dengan mudah dapat membuktikan
dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,

"Indonesia Peraturar Pemerintah Pendafiaran Tanah, PP No. 24 Tahun 1997, LN No,
59 Tahun 197, TLN No. 3696.Indonesia, Pasal 1 (1).
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2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan,
termasuk Pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rmah susun yang sudah terdafiar.

3. Tertib administrasi pertanahan,

Pendaftaran tanah di Indonesia terdiri dari pendaflaran tanah untuk
pertama kalinya dan pendafiaran tanah dalam rangka pemeliharaan data
pendafiaran tanah. Pendafiaran tanah untuk pertama kalinya (initial
registration) adalah liegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek
pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pemeliharaan data
pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah ntuk menyesuaikan data
fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, dafiar tanah, daftar nama, surat
ukur, buku tanah dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi
kemudian.

Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dapat dilakukan secara
sistematik maupun secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik yaitu
kegiatan pendafiaran tanah untuk pertama kalinya yang dilakukan secara
serentak yang meliputi semua objek pendafiaran tanah yang belum didafiar
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau keluarghan, dimana
inisiatif untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah ada pada Pemerintah
(dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan) dan mengenai anggaren atau biaya
pendaftaran tanah menggunakan anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah atau
secara swadaya oleh masyarakat dengan persetujuan dari Kepala Badan
Pertanahan Nasional. Oleh karena kegiatannya secara besar-besaran, maka
dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan setempat dalam pelaksanaannya
dibantu oleh Panitia Ajudikasi yaitu panitia yang dibentuk secara khusus
dalam rangka proses pendafiaran tanah untuk pertama kalinya yang meliputi
pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai
satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
Pendaftaran tanah secara sporadik artinya kegiatan pendaftaran tanah tersebut
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atas inisiatif dari pemohon yang bersangkutan secara individual dengan
melampirkan bukti-bukti kepemilikan tanahnya, sedangkan biaya ditanggung
oleh pemohon itu sendiri.

Pendaftaran tanah untuk pemeliharaan data pendafiaran tanah wajib
dilakukan oleh pemegang hak atas tanah apabila terjadi pel;ubahan pada data
fisik atau data yuridis objek bidang tanah yang telah didaftar. Perubahan data
fisik atau data yuridis yang dimaksud adalah terjadinya pemindahan hak atas
tanah, pemindahan hak karena lelang, peralihan hak karena pewarisan,
peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi,
pembeban hak, perpanjangan jangka waktu hak atas tanah, pemecahan,
pemisahan dan penggabungan bidang tanah, pembagian hak bersama,
hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, peralihan dan
hapusnya hak tanggungan, perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan
putusn atau penetapan pengadilan, dan perubahan nama pemegang haknya.

Demi kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, diterbitkan
sertipikat sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis
yang telah didaftar dalam buku tanah. Sertipikat hak atas tanah merupakan
bukt pemilikan hak atas tanah, Guna menjamin kepastian hukum di bidang
penguasaan dan pemilikan tanah maka faktor kepastian letak, luas, dan batas
bidang tanah tidak dapat diabaikan begitu saja dan merupakan hal yang
penting dan perlu perhatian khusus, begitu juga mengenai penyelenggaraan
tata usaha pendaftaran tanah. Penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah
memegang peranan yang cukup penting dalam hal penerbitan sertipikat
sebagai alat bukti perilikan hak atas tanah. Hal tersebut dapat terlihat bahwa
pensertipikatan atas bidang tanah khususnya dalam hal penomoran bidang
tanah pada satu kelurahan tidaklah dapat diabaikan begitu saja, dalam arti
bahwa sebisa mungkin untuk tidak terjadi penomoran ganda untuk jenis hak
yang sama dalam satu kelurahan.

Seeara yuridis normatif, proses pendaftaran tanah pada hakikatnya telah
menjamin adanya kepastian hukum atas pemegang hak atas tanah, walaupun
dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut tidak terhindarkan adanya
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berbagai kendala? Salah satu kendala yang dihadapi adalah dengan terbitnya
sertipikat ganda atas bidang tanah yang berbeda di dalam satu kelurahan yang
merupakan tantangan yang harus dijawab.

Salah satu kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah
yaitu dalam hal penyelenggaraan tata wusaha pendaftaran tanah.
Penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah meliputi juga pembuatan peta
pendaftaran yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenat
bentuk, batas, letak dan nomor bidang tiap bidang tanah yang telah diukur
Peta pendafiaran dibuat dengan memetakan hasil pengukuran bidang tanah
pada peta dasar pendafiaran dengan mana dalam bidang tanah tersebut
dicantumkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB). Demi pemeliharaan
data peta pendaftaran maka dibuatkanlah daftar tanah yang dibuat per desa
atau kelurahan dalam bentuk buku yang berisi 100 lembar dan disusun secara
berurntan menurut NIB. Setiap terjadi perubahan status bidang tamah, jenis
dan nomor hak atas bidang tanah lama dicoret kemudian diganti dengan jenis
dan nomor hak yang baru dan diparaf.

Salah satu fakita hukum terhadap kendala yang dihadapi dalam
pendaftaran tanah di Indonesia yaitu dengan terbitnya sertipikat hak atas tanah
dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda di dalam satu
kelurahan. Seperti yang telah dijelaskan semula bahwa untuk tiap desa atau
kelurahan akan dibuatkan daftar tanah untuk bidang-bidang tanah yang ada
pada kelurahan tersebut. Hal ini dapat pula dilibat di dalam sertipikat hak atas
tanah di mana nomor hak selalu diikuti dengan desa atau kelurahan yaitu desa
atau kelurahan letak tanahnya Oleh karenanya di dalam satu kelurahan tidak
dimungkinkan diterbitkannya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas
bidang tanah yang berbeda.

Dalam fakta hukum yang Penulis temui yaitu bahwa untuk bidang tanah
yang berbeda di dalam satu kawasan perumahan di Kota Bekasi dan dari
sertipikat induk yang berbeda terbit sertipikat perkavling hasil pemisahan dari
sertipikat induk yang mana sertipikat perkavling tersebut mempunyai nomor
hak yang sama untuk bidang tanah yang berbeda. Hol ini tentu saja dapat

% Maria S.W. Sumardjono dan Martin Simorangkiri, Hukum Pertanahan Dalam Berbagai

Aspek, Cet. 1., (Medan : Bina Media, 2000), hlm. 6.
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menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Dengan terbitnya
sertipikat perkavling dengan nomor hak yang sama sudah merupakan hal yang
menyimpang dari tujuan pendaflaran tanah itu sendiri baik itu mengenai
kepastian hukum, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan, dan tertib administrasi pertanahan. Oleh karenanya diperlukan
penelitian mengapa dalam pendaftaran tanah di indonesia terdapat sertipikat
dengan nomor yang sama untuk bidang tanah yang berbeda dan bagaimana
penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan setempat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penulis tertarik untuk menulis
tesis yang berjudul ” Analisis Yuridis Terhadap Sertipikat Dengan Nomor
Hak Yang Sama Di Atas Bidang Tanah Yang Berbeda Pada Satu
Kelurahan (Studi Pada Kantor Pertanaban Kota Bekasi)”

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan dari apa yang dikemukakan sebelumnya, maka Penulis

merumuskan permasalahan untuk tesis ini sebagai berikut : . .

1. Mengapa di dalam satu kélurahan dan di atas bidang tanah yang berbeda
terbit sertipikat dengan nomor hak yang sama?

2. Bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan
dalam hal terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang
tanah yang berbeda?

1.3 Metode Penelitian
1.3.1 Metode Penelitian
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,
artinya penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber data
sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum dan
pendapat-pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan
pendaflaran tanah dalam hal pemeliharaan data pendaftaran tanah
khususnya mengenai kegiatan pemisahan sertipikat yang menimbulkan
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terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah
yang berbeda dalam satu kelurahan.?

1.3.2 Sifat Penelitian
Penulisan tesis ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang
dilakukan untuk memberikan gambaran tenfang suatu gejala atau
keadaan sehingga dapat diperoleh data mengenai hubungan hokum
antara satu gejala hukum dengan gejala lainnya.* ‘

1.3.3 Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan penulis berupa :
1. Penelitian pustaka (Library Research), yaitu menelusuri data

sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat
seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang
Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan.
PMNA/Ka. BPN No. 1 Tahun 2005, Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Tentang Penyederhanaan dan Percepatan
Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan
Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu.
PMNA/Ka. BPN No. 6 Tahun 2008, Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Tentang Standar Pelayanan dan
Pengaturan Pertanahan, PMNA/Ka. BPN No. 1 Tahun 2010.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang
bahan hukum primer seperti buku-buku dan makalah-makalah
tentang pendafiaran tanah khususnya tentang pendafiaran

3 Rinantio Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, cet. I, (Jakarta : Granit 2004),
hal. 92,

4 Soerjono Soekanto, Penganiar Penelitian Hukum, cet. TII, (Jakarta : Ul-Press, 1986),
hal. 10 ,
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tanah dalam pemeliharaan data pendafiaran tanah dan dampak
penerbitan sertipikat ganda atas bidang tanah yang berbeda.

2. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang
dilakukan untuk mendapatkan data di lapangan. Di sini Penulis
menggunakan wawancara sebagai upaya untuk mendapatkan
data-data dari objek yang akan diteliti. Wawancara Penulis
dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait, di antaranya :

a. Ibu Ruslina Hermawati, SH, Staf Subsi Pengaturan Tanah
Pemerintah, Kantor Pertanahan Kota Bekasi
b. Bapak Asep Maulani, SH, Staf Subsi Pendaftaran Tanah dan
Informasi Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor
Pertanahan Kota Bekasi
1.3.4 Metode Analisis Data

Penulisan tesis ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis
dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung (artinya bukan
merupakan angka-angka), objek penelitian dipelajari secara utuh
dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh,
dengan tujuan untuk mengerti atau memahami permasalahan yang
diangkat.

1.4 Sistematik Penulisan
Dalam rangka mempermudah pembahasan tesis ini, maka Penulis
membagi menjadi tiga bab, tiap-tiap bab terbagi dalam beberapa sub bab.
Untuk lebih jelasnya, kerangka pembahasan itu adalah sebagai berikut :

BABI :PENDAHULUAN
Adalah suatu gambaran pengantar pokok permasalahan yang
mencakup latar belakang, pokok permasalahan, metode
penelitian, dan sistematika penulisan tesis.
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BABII

BAB III

: ANALISIS YURIDIS TERHADAP SERTIPIKAT DENGAN
NOMOR HAK YANG SAMA DI ATAS BIDANG TANAH
YANG BERBEDA PADA SATU KELURAHAN (STUDI
PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI)”

Bab II akan memuat kajian teori dan analisa yang berkaitan dengan
kemungkinan timbulnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di
atas bidang tanah yang berbcda dengan meninjau terlebih dzhulu

dasar terbitnya sertipikat, pengertian dan tujuan pendafiaran tanah,

asas dan sistem pendaftaran tanah, pelaksanaan pendafiaran tanah
meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan
pemeliharagn data, sertipikat hak atas tanah dan kegiatan
pemisahan sertipikat hak atas tansah. Pada bagian analisis yuridis
terhadap sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang
tanah yang berbeda pada satu kelurahan, dikemukakan mengenai
kasus posisi dari permasalahan yang Penulis angkat pada tesis ini,
mengapa di dalam satu kelurahan dan di atas bidang tanah yang
berbeda terbit sertipikat dengan nomor hak yang sama dan
penyelesaiannya yang dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan
Kota Bekasi.

: PENUTUP

Pada bab terakhir ini memuat simpulan dari masalah dan juga

saran.
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- BABII
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SERTIPIKAT DENGAN NOMOR HAK
YANG SAMA DI ATAS BIDANG TANAH YANG BERBEDA PADA SATU
KELURAHAN (STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI)

2.1 PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDAFTARAN TANAH

2,1.1 Pengertian Pcndaftaran Tanah

Penyelenggarain pendaftaran tanah untuk pertama kalinya diatur di
dalam pasa! 19 Undang-undang Nomor 5§ Tahun 1960 tetang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Undang-undang Pokok Agraria) dimana mengenai
pelaksanaannya diatuf_ di dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah yang kemudian telah disempurnakan dengan terbitnya PP
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan diaturnya kegiatan
pendaftaran tanah di dalam suvatu peraturan tersendiri dapatlah diambil
simpulan bahwa Pemerintah dalam hal ini mengupayakan agar terdapatnya
kepastian hukum di dalam kepemilikan atas tanah dan agar adanya tertib
administrasi di bidang pertanahan. Kemudian untuk pelaksanaan perdaftaran
tanah lebih lanjut, maka dikeluarkan peraturan pelaksana dari PP Nomor 24
Tahun 1997 yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah.

Menurut Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 arti pendaftaran tanah
sebagai berikut :

"Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus
menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik
dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian
surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada
haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu
yang membebaninya”.
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Boedi Harsono merumuskan pengertian pendaftaran tanah sebagai:

“suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus
menerus untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan
menyajikan data tertentu mengenai bidang-bidang atau tanah-tanah
tertentu yang ada di suatu wilayah tertentu dengan tujuan tertentu”.’

Pengertian lain dari Boedi Harsono tentang Pendaftaran Tanah

sebagaimana dikutip Hasan Wargakusumah, dkk., adalah sebagai berikut :

”Pendaftaran Tansh adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan
oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa
pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah
tertentu di suatu wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan
dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan

tanda bukti dan pemeliharannya”.®

Objek pendaftaran tanah itu sendiri berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 24

Tahun 1997, yaitu :

a.

o

e o

@

bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak
guna bangunan dan hak pakai;

tanah hak pengelolaan;

tanah wakaf’,

hak milik atas satuan rumah susun;

hak tanggungan;

tanah Negara.

2.1.2 Tujuan Diselenggarakan Pendaftaran Tanah

Dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria dimuat tentang

ketentuan mengenai pendaftaran tanah untuk memberikan jaminan kepastian
hukum dan kepastian hak. Untuk itu oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran

Tanah di wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan-ketentuan yang

diatur dengan peraturan pemerintah sebagai suatu instruksi agar seluruh
wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat rechiskadaster

% Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang

Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, (Jakarta : Djambatan, 2003), hal. 71.

® Hasan Wargakusumah, dkk., Hukum Agraria I, Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta :

PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 80,
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yaitu suatu pendaftaran untuk menjamin kepastian hukum juga merupakan alat

pembuktian yang kuat.’

Adapun mengenai tujuan pendaflaran tanah sebagaimana diatur di
dalam Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997, ya.itu8 :

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satvan rumah susun dan hak-hak
lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membukiikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan;

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang
tanah dan satvan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

¢. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar
perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan,

Dengan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan yaitu dengan
tersimpan seluruh berkas-berkas/ warkah tanah harus disimpan secara baik,
rapi dan teratur di Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setcmpat dengan baik
dan teratur untuk mempermudah mencari data yang diperlukan, sebagaimana
tertcra dalam buku tanah dan peta pendaftaran tanah. Adanya pendaftaran
tanah secara baik merupakan dasar dari terwujudnya tertib administrasi di
bidang pertanahan.’

Tujuan pendaftaran tanah yang ditegaskan di dalam Pasal 3 PP Nomor
24 Tahun 1997 pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum
yang meliputi tiga hal ;

a. Kepastian hukum mengenai orang/badan yang menjadi pemegang hak
(subyek hak);

? Bachsan Mustafa, Hukum Agraria Dalam Perspektif, (Bandung : Remadja Ij(arya CV,

1988) hal. 49. i

¥ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonsia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum

Tanah, (Jakarta : Djambatan, 2004), hal. 522.

® A.P. Parlindungan, Pendafiaran Tanah Di Indonesia Berdasarkan PP No, 24 Takun

1997 Difengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Berdasarkan PP No.
37 Tahun [998, (Bandung ; Mandar Maju, 1999), hal. 79,
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b. Kepastian hukum mengenai lokasi, batas serta luas suatu bidang tanah hak
(obyek hak),

¢. Kepastian hukum mengenai haknya.'®

Adapun syarat yang dipenuhi agar pendaftaran tanah dapat menjamin
kepastian hukum adalah :

1. Tersedianya peta bidang yang merupakan hasil pengukuran secara
kadasteral yang dapat dipakai.untuk rekonstruksi batas di lapangan dan
batas-batasnya merupakan batas yang sah menurut hukum

2. Tersedianya daftar umum bidang-bidang tanah yang dapat membuktikan
pemegang hak yang terdaftar sebagai pemegang hak yang sah menurut
hukum

3. Terpeliharanya daftar umum pendaftaran tanah yang selalu mutakhir yakni
setiap perubahan data mengenai hak atas tanah seperti peralihan hak
tercatat dalam dafta umum.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dapat menjamin kepastian hukum
apabila memenuhi syarat :

a. Peta-peta kadastral dapat dipakai rekonstruksi di lapangan dan
digambarkan batas yang sah menurut hak;

b. Daftar ukur membuktikan pemegang hak terdaftar di dalamnya sebagai
pemegang hak yang sah menurut hukum;

c. Setiap hak dan peralihannya harus didaftar.'!

Terlaksananya pendaftaran tanah sebagal suatu proses yang diakhiri
dengan terbitnya sertipikat, manfaatnya dapat dipetik oleh tiga pihak yaitu :

a. Pemegang hak atas tanah, yakni untuk keperluan pembuktian penguasaan
haknya.

b. Pihak yang berkepentingan, misalnya calon pembeli atau calon kreditor
untuk memperoleh keterangan tentang tansh yang akan menjadi obyek
perbuatan hukumnya.

c. Bagi Pemerintah dalam mendukung kebijakan pertanahan dan
perpajakan. '

" Arie Sukenti Hutagalung, dkk., Azaz-azaz Hukum Agraria, Bahan Bacaan Pelengkap
Perkuliahan Hukum Agraria, {Jakarta : FH-UI, 2000), hal. 88.
" Hutagalung, dkk., Op. Cit. hal. 88.
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Tujuan pendaftaran tanah menurut Boedi Harsono sebagaimana dikutip

Hasan Wargakusumah, dkk., adalah :

a.

Orang-orang dan badan-badan hukum yang mempunyai tanah dengan
mudah dapat membuktikan bahwa merakalah yang berhak atas tanah itu,
hak apa yang dipunyai dan tanah manakah yang dihaki. Tujuan ini dicapai
dengan memberikan surat tanda bukti hak kepada pemegang hak yang
bersangkutan;

Siapapun yang memerlukan dapat dengan mudah memperoleh keterangan
yang dapat dipercaya mengenai tanah-tanah yang terletak di wilayah
pendaftaran yang bersangkutan (baik ia calon pembeli atau calon kreditor)
yang ingin memperoleh kepastian, apakah keterangan yang dibcrikan
kepadanya oleh calon penjual atau debitor itu benar. Tujuan ini dicapai

dengan memberikan sifat terbuka bagi umum pada data yang disimpan, "’

2.2 AZAS DAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH
2.2.1 Asas Pendaftaran Tanah

Menurut Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 Pendaftaran tanah

dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan

terbuka. Dalam penjclasan pasal tersebut diuraikan sebagai berikut:

a.

Azas sedcrhana dalam pendafiaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-
ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami
oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas
tanah. Sedangkan azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa
pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga
hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan
pendaftaran tanah itu sendiri.

Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang
memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan

kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam

(Depok :

"2 Arie Sukanti Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiotan Ekonami,
FHUI, 2002), hal. 272.
1 warpakusumah, dkk, Op. Cit., hal. 80-81.
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rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para
pihak yang memeriukan,

¢. Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam
pclaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data
yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu
diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang
terjadi di kemudahan hari. Azas mutakhir menuntut dipeliharanya data
pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga
data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan
nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan
mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan pula azas
terbuka.

d. Azas terbuka dimaksudkan masyarakat dapat memperoleh keterangan

mengenai data pendaftaran tanah yang benar setiap saat.

2.2.2 Sistem Pendaftaran Tanah

Terdapat dua sistem pendaftaran tangh, yaitu sistem pendaftaran akta
(registration of deeds) dan sistem pendaftaran hak (registration of tittles). Di
dalam sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan :
a. Apa yang didaftar
b. Bentuk penyimpanan dan penyaji'an data yuridisnya
¢. Bentuk tanda bukti haknya

Baik di dalam sistem pendafiaran akta maupun sistem pendaftaran hak
tiap pemberian atau menciptakan hak baru serta pemindahan dan
pembebanannya dengan hak lain kemudian, harus dibuktikan dengan suatu
akta. Dalam akta tersebut dengan sendirinya dimuat data yuridis tanah yang
bersangkutan, perbuatan hukumnya, haknya, penerimanya, hak apa yang
dibebankan. Oleh karenanya baik di dalam sistem pendaftaran akta ;naupun di
dalam sistem pendaftaran hak, akta merupakan sumber data yuridis."

Sistem pendaftaran tanah dapat dibedakan ke dalam :'®

" Harsono, Op. Cit. hal. 76. i
' Kartini Muljadi dan Gunawan Widjsja, Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-hak Atas
Tanah, (Jakarta : Kencana, 2007), hal.85. hal. 89 - 90.
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1. registration of deed, yang dilakukan dalam bentuk pendaftaran aktanya,
yang berisikan perbuatan hukum yang menerbitkan hak atas tanah atau
pembebanannya. Setiap kali terjadi perubahan, maka akan dibuatkan akta
perubahan, yang merupakan bukti satu-satunya dari terjadinya perubahan
tersebut. Cacat dalam salah satu proses peralihan atau pembebanan akan
mengakibatkan akta-akta yang dibuat setelahnya menjadi tidak
berkekuatan hukum sama sekali, Jadi dalam hal ini yang terjadi adalah
stelsel negatif.

2. registration of tittle, yang mendaftarkan titel hak yang diperoleh. Akta
yang dibuat hanya untuk menciptakan hak atau pembebanannya hanya
dipergunakan sebagai rujukan pendaftaran haknya tersebut. Sehubungan
dengan registration of tittle ini, dalam system torrens, sertipikat hak atas
tanah yang dikeluarkan merupakan alat bukti sempurna bagi adanya hak
atas tanah, perubahan atau adanya pembebanan atas hak atas tanah
tersebut, serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga, kecuali jika
terbukti telah terjadi pemalsuan,. Ini berarti dianut stelsel positif. Selain
stelsel positif dalam regisiration of vittle juga dikenal stelsel negatif. Jika
dalam stelsel positif, pemegang sertipikat hak atas tanah dilindungi, dalam
stelsel negatif masih memungkinkan proses pembuktian lain, selain

dengan sertipikat hak atas tanah.

2.2.3 Sistem Publikasi
Terkait dengan lembaga pengumuman, dalam sistem pendafiaran tanah
sendiri dikenal adanya sistem publikasi yaitu sistem publikasi negatif dan
sistem publikasi positif. Di dalam sistem publikasi ini yang dipertanyakan
adalah :
a. Sejauh mana orang boleh mempercayai kebenaran data yang disajikan itu?
b. Sejauh mana hukum melindungi kepentingan orang yang melakukan
perbuatan hukum mengenai tanah yang haknya sudah didafiar,
berdasarkan data yang disajikan di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah
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-atau tercantumn dalam surat tanda bukti hak yang diterbitkan atau didaftar
oleh PPT, jika kemudian ternyata data tersebut tidak benar?

Sistem publikasi positif bahwa negara menjamin kebenaran data yang
disajikan. Orang boleh mempercayai penuh data yang disajikan dalam
register/ buku tanah. Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistemn
pendaftaran bak, maka selalu ada register atau buku tanah sebagai bentuk
penyimpanan dan penyajian data yuridis dan sertipikat hak sebagai surat tanda
bukti hak. Pendaftaran atau pencatatan nama seseorang dalam buku tanah
sebagai pemegang haklah yang membuat orang menjadi pemegang hak atas
tanah yang bersangkutan; bukan perbuatan hukum pemindahan hak yang
dilekukan (tittle by regism:ztion, the register is everything).

Dalam sistem publikasi positif orang yang dengan ittkad baik dan
dengan pembayaran (the purchaser in good faith and for value) memperoleh
hak dari orang yang namanya terdafiar sebagai pemegang hak dalam buku
tanah, memperoleh apa yang disebut indefeasible tittle (hak yang tidak dapat
diganggu gugat) dengan didaftamya narna sebagai pemegang hak dalam buku
tanah. Juga jika kemudian terbukti bahwa yang terdafiar sebagai pemegang
hak tersebut bukan pemegang hak yang sebenamya. Dengan selesainya
dilakukan pendaftaran atas nama penerima hak, pemegang hak yang
sebenamya menjadi kehilangan haknya. Ia tidak dapat menuntut pembatalan
perbuatan hukum yang memindahkan hak yang bersangkutan kepada pembeli.
Dalam keadaan tertentu ia hanya bisa menunfut ganti kerugian kepada
Negara,'

Dalam sistem publikasi negatif bukan pendaftaran, tetapi sahnya
perbuatan hukum yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada
pembeli. Pendaftaran tidak menjadikan orang yang memperoleh tanah dari
pihak yang tidak berhak menjadi pemegang haknya yang baru.

Dalam sistem ini, negara hanya secara pasif menerima apa yang
dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran. Oleh karena itu, ia sewaktu-
waktu dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah itu. Pihak
yang memperoleh dari orang yang telah terdaftar pun tidak dijamin, walaupun

' Harsono, Op. Cit., hal, 80-81.
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dia memperoleh tanah itu dengan itikad baik. Dengan demikian, pendaftaran
tanah dengan sistem publikasi negatif tidak memberikan kepastian hukum
kepada orang yang terdaflar sebagai pemegang hak karena negara tidak
menjamin kebenaran data yang disajikan. Dalam sistem publikasi negatif,
umumnya digunakan sistem pendaftaran akta. Tidak ada buku tangh dan tidak
pula diterbitkan sertipikat. Yang merupakan tanda bukti hak adalah akta atau
turunan akta yang sudah dibubuhi tanda pendaftaran.

Dalam sistem ini berlaku asas yang dikenal sebagai nemo plus juris.
Asas ini berasal dari Hukum Romawi yang lengkapnya nemo plus jurls in
alium transferre poiest quam ipse habet, Orang tidak dapat menyerahkan atau
memindahkan hak melebihi apa yang dia sendiri punyai. Maka data yang
disajikan dalam pendafiaran dengan sistem publikasi negatif tidak boleh
begitu saja dipercaya kebenarannya. Negara tidak menjamin kebenaran data
yang disajikan.!”

Kelemahan sistem ini oleh negara-negara yang menggunakannya
diatasi dengan lembaga aquisitieve verjaring atau di dalam Pasal 1946 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata dikenal sebagai lembaga Rechisverkerking
yaitu lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah, kalau tanah
yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang
haknya dan dikuasai pihak lain melalui perolehan bak dengan itikad baik.

Dengan berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997 khususnya Pasal 32,
maka upaya perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat
dapat diberikan dengan dikukuhkannya lembaga rechtsverwerking (pelepasan
hak) yang telah berkembang sebagaimana terbukti dalam berbagai
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana lembaga
rechisverwerking tersebut telah ada dalam sistem hukum adat, maka ketentuan
Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tidaklah membuat ketentuan hukum baru
melainkan hanya mengukuhkan lembaga rechtsverwerking yang selama ini
merupakan bagian dari hukum tidak tertulis yang hidup ditengah-tengah
masyarakat adat.

' Harsono, Op. Cit. hal. 83
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Kelebihan dan kelemahan sistem publikasi positif adalah™® :
a. Kelebihan
1) Adanya kepastian hukum bagi pemegang sertipikat
2) Adanya peranan aktif Pejabat Kadaster
3) Mekanisme penerbitan sertipikat dapat dengan mudah diketahui
publik.
b. Kelemahan
1) Pemilik tanah yang sebenamya akan kehilangan haknya karena tanah
tersebut telah ada sertipikat atas pihak lain yang tidak dapat diubah
lagi. '
2) Peranan aktif pejabat kadaster memerlukan waktu dan prasarana yang
mahal
3) Wewenang pengadilan diletakkan dalam wewenang pengadilan
administrasi
Sedangkan kelemahan dan kelebihan sistem publikasi negatif, yaitu:'?
a. Kelebihan
1) Pemegang hak sesungguhnya terlindungi dari pihak lain yang tidak
berhak atas tanahnya -
2) Adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum penerbitan sertipikat
3) Tidak ada batas waktu bagi pemilik tanah sesungguhnya untuk
menuntut haknya yang telah disertipikatkan pihak lain
b. Kelemahan
1) Tidak ada kepastian atas keabsahan sertipikat karena setiap saat
kepastian dapat atau mungkin saja digugat dan dibatalkan. Jika terbukti
tidak sah penerbitannya.
2) Peranan Pejabat Pendaftaran/Kadaster yang bersifat pasif tidak
mendukung kearah akurasi dan kebenaran data yang tercantum di
dalain sertipikat.

'® Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Yakarta :
Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hal. 86.
' Hutagalung, Op. Cit. , hal. 87
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2.3 PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH

Pelaksanaan pendaftaran tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Taneh, meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu : Pendaftaran tansh untuk
pertama kalinya (initial registration) dan pendaftaran tanah untuk pemeliharaan
data pendafiaran tanah (imaintenance).

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria, terdapat
tugas-tugas pendaftaran tanah yang merupakan tugas administratif dan tugas
teknis. Tugas administratif menyangkut pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak
atas tanah, pendafiaran peralihan dan pemberian surat tanda bukti hak. Sedangkan
tugas teknis dari pengukuran dan pemetaan.

Dengan demikian tugas Pemerintah di bidang pertanahan harus
diselenggarakan secara terpusat, sehingga tugas pelayanan yang dilakukan bukan
tugas pelayanan administrasi biasa melainkan pelayanan yang mengandung
integrasi sistem yaitu di dalamnya terkandung pengaturan, penetapan dalam
penyelenggaraan adminitrasi hukum. Penandatangan buku pendaftaran tanah
merupakan suatu perbuatan administrasi negara, Pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Kepala Kantor Pertanahan di daerah dilakukan dalam rangka menjalankan
kewenangan Kepala Badan Pertanshan Nasional sebagai penyelenggara umum
Pemerintahan dan Negara,” '

Sasaran dari tertib hukum pertanahan itu sendiri merupekan dari
pengurusan tansh yang memberikan kepastian hukum pada penggunaan,
penguasaan, dan pemilikan tanah serta pcnyediaan data penggunaan tanah untuk
pemerintah maupun masyarakat. Jaminan kepastian hak dan perlindungan hukum
dimaksud untuk memberikan ketentraman kepada masyarakat guna memantapkan
setiap kegiatan pembangunan,?!

Adapun pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat pada
kepentingan serta keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial
ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personil dan
peralatannya. Oleh karena itu maka akan didahulukan penyelenggaraannya di

X Rusmadi Murad, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan : Rangkamn Tulisan dan
Ceramah, (Bandung : Mandar Maju 2007), hal. 9,

#"H. Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan [ dan II,
(Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002), hal. 125- 126,
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kota-kota untuk lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh

wilayah negara.

2

2.3.1 Kegiatan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran
tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah atau Peraturan Pemerintah ini. Sedangkan pendafiaran tanah untuk
pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendafiaran tanah untuk
menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah,
daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-
perubahan yang terjadi kemudian.

Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan dengan cara sistematik dan
sporadik. Pendaftaran tanah seeara sistematik artinya bahwa pendaftaran tanah
tersebut dilakukan secara masal, diprakarsai oleh Pemerintah dalam hal ini
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengenai bidang
tanah dalam satu desa atau kelurahan. Sedangkan pendafiaran tanah seeara
sporadik yaitu pendafiaran tanah yang dilakukan secara perseorangan atau atas
prakarsa sendiri mengecnal bidang tanah yang dimohon. Pelaksanaan
pendaftaran tanah secara sistematik dilakukan oleh Panitia Ajudikasi yaitu
panita yang melakukan kegiatan yang dalam rangka proses pendaftaran tanah
untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik
dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk
keperluan pendaftarannya. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik
dilakukan oleh Kantor Pertanahan setempat.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1} PP Nomor 24 Tahun 1997, kegiatan
pendaftaran tanah pertama kali meliputi kegiatan :

8. Pengumpulan dan Pengelolaan data fisik

b. Pengumpulan dan Pengelolaan data yuridis serta pembukuan haknya
c. Penerbitan sertipikat

d. Penyajian data fisik dan data yuridis

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen -

189.

2 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, (Jakarta ; Kencana, 2009), hal.
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Berikut ini diuraikan masing-masing kegiatan pendaftaran tanah

pertama kali, sebagai berikut :

a. Pengumpulan dan Pengelolaan data fisik
Dalam rangka pengumpulan dan pengolaan data fisik atas bidang - bidang
tanah, menurut Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997, dilakukan kegiatan
pengukuran dan pemetaan yang meliputi pembuatan peta dasar
pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah dengan cara memasang
tanda-tanda batas bidang tanah sesuai keperluannya berdasaran
persetujuan para pemilik tanah yang berbatasan ataul disebut asas
contradictoire delimitatie (Pasal 17 PP Nomor 24 Tahun 1997), setclah
batas-batas bidang tanah ditetapkén maka dilakukan pengukuran dan
pemetaan bidang-bidang tanah dan pcmbuatan peta pendaftaran sesuai
dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 PP Nomor 24 Tahun 19597,
kemudian dilakukan pembuatan daftar tanah, sesuai dengan ketentuan
Pasal 22 PP Nomor 24 Tahun 1997, selanjutnya untuk keperluan haknya,
bagi bidang-bidang tanah tersebut dapat dilakukan pembuatan surat ukur,
hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 PP Nomor 24 Tahun 1997.

b. Pengumpulan dan Pengelolaan data yuridis serta pembukuan haknya
Dalam kegiatan pengumpulan data yuridis diadakan perbedaan antara
pembuktian hak-hak yang baru dan hak-hak yang lama. Hak-hak baru
adalah hak-hak yang baru diberikan atau diciptakan sejak mulai
berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997. Sedangkan hak-hak lama yaitu hak-
hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada saat
mulai berlakunya UUPA dan hek-hak yang belum didaftarkan menurut PP
Nomor 10 Tahun 1961.

Dalam Pasal 23 PP Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa untuk
keperluan pendaftaran :
1) Hak atas tanah bany, data yuridisnya dibuktikan dengan :

a) Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang
memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang
berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari Tanah Negara
atau tanah Hak Pengelolaan;
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b) Asli akta PPAT menurut pemberian bak tersebut oleh pemegang
Hak Milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila
mengenai Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atau tanah Hak
Milik;

2) Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian Hak

Pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;

3) Tanah Wakaf dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf;
4) Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan Akta

Pemisahan;

5) Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak

Tanggungan,

Sedangkan untuk pembuktian hak-hak atas tanahnya yang sudah ada dan
berasal dari konversi hak-hak lama, data yuridisnya dibuktikan dengan
alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis,
keterangan saksi dan atau pemyataan oleh Panitia Ajudikasi/Kepala
Kantor Pertanahan dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak
dan hak-hak pihalk lain yang membebaninya. Demikian ditetapkan dalam
Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, alat-alat bukti tersebut adalah
alat bukti pemilikan.

Dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) tersebut dikemukakan, bahwa
pemilikan tanah itu pada dasarnya terdiri dari atas bukti pemilikan atas
nama pemegang hak pada saat berlakukanya Undang-undang Pokok
Agraria dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak
berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada saat dilakukan
pembukuan hak yang bersangkutan.

. Penerbitan sertipikat

Penerbitan sertipikat didasarkan atas alat bukti dan berita acara
pengesahan (Pasal 30 PP Nomor 24 Tahun 1997). Sertipikat tersebut
hanya dapat diberikan kepada yang namanya tercantum pada buku tanah
yang bersangkutan sebagaimana pemegang hak atau pihak lain yang
dikuasakan olchnya, untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan
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sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya (Pasal
31 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997).
Sertipikat tanah merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat
didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan
data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal
32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 199 7). Hal ini berarti selama tidak dapat
dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di
dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan
perbuatan hukum sehari-heri maupun dalam perkara di pengadilan.** Oleh
karena itu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat tanah
harus sesuai dcngan data yang tercantum dalam surat ukur dan sesuai
dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang
bersangkutan, karena data-data dalam sertipikat tanah merupakan salinan
atas data yang dimuat dalam surat ukur dan buku tanah.
. Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis
Dalam rangka menyelenggarakan fungsi informasi pertanahan, oleh
Kantor Pertanahan diselenggarakan tata usaha pendaftaran mengenai data
fisik dan data yuridis atas bidang-bidang tana dan satuan rumah susun
dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat
ukur, buku tanah dan daftar nama (Pasal 33 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun
1997). Daflar umum tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 PP Nomor 24
Tahun 1997, yaitu :
1) Peta Pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau
bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.
2) Daftar Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat
identitas bidang tanah dengan suatu sistim penomoran,
3) Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang
tanah dalam bentuk peta dan uraian.

B Indonesia, 7bid , Pasal. 32 ayat 1.
* Harsono, Op. Cir., hal. 478.
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4) Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk dafiar yang memuat data
yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada
haknya.

5) Daftar Nama adalah dokumen dalam bentuk draft yang memuat
keterangan mengenai penguasaan tansh dengan suatu hak atas tanah,
atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan
rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.

Sebagai fungsi informasi, maka setiap orang yang berkepentingan berhak

mengetahui data fisik dan data yuridis dalam daftar umum, kecuali daftar

nama yang hanya terbuka untuk instansi pemerintah terfentu untuk
keperluan pelaksanaan tupasnya (Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun

1997).

. Penylmpanan Daftar Umum dan Dokumen

Daftar umum dan dokumen-dokumen yang dijadikan alat pembuktian hak

tetap disimpan oleh Kantor Pertahanan setempat dan diberi tanda

pengenal. Kepada yang berkepentingan dapat diberikan salinan, rekaman
atau kutipan dokumen tersebut atas ijin tertulis dari Menteri (Pasal 35 ayat

(2), ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 1997). Dalam hal terjadi

sengketa tanah, maka dokumen-dokumen tersebut dapat ditunjukan dalam

sidang perkara tanah di Pengadilan yang bersangkutan atas perintah dari

Pengadilan itu (Pasal 35 ayat (4) PP No. 24/1997). Data-data pendafiaran

tanah tersebut disimpan dan disajikan dalam bentuk elektronik dan

microfilm. Rekaman dokumen dalain bentuk elektronik dan mierofilm itu
mempunyai keknatan bukti setelah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas
oleh Kepala Kantor Pertahanan yang bersangkutan.

Untuk menyesuaikan data pada peta pendaftaran, surat ukur, daftar tanah,

dafiar nama, buku tansh dan sertipikat dengan perubahan yang terjadi

kemudian, maka dilakukan kegiatan pemeliharaan data fisik dan data
yuridis atas bidang-bidang tanah atau satuan rumah susun yang
bersangkutan. Kegiatan pemeliharaan dan pendaftaran tanah dilakukan
apabila terjadi perubahan terhadap data fisik dan data yuridis pada obyek
pendaftaran tanah yang telah didaftar (Pasal 36 ayat (1} PP Nomor 24
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Tahun 1997 jo Pasal 94 ayat (1) PMNA No. 3 Tahun 1997). Untuk dapat
dilakukan penyesuaian data tersebut maka kepada pemegang hak
diwajibkan untuk mendaftarkan adanye perubahan dimaksud kepada
Kantor Pertanahan (Pasal 36 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997).

2.3.2 Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

Pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi penyesuaian data karena

adanya perubahan data fisik dan atau data yuridis atas bidang-bidang tanah
atau satuan rumah susun (Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3) PMNA No.3 Tahun
1997).

Perubahan data yuridis tersebut menurut Pasal 94 ayat (2) PMNA No.3

Tahun 1997, dapat berupa :

a)

b)

d

€)
f)

g
h)

Pemeliharaan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan
dalam perusahaan, pewarisan, penggabungan, peleburan perseroan atau
pemindahan hak lainnya;
Pembebanan Hak Tanggungan;
Peralihan Hak Tanggungan;
Hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah
susun dan hak tanggungan;
Pembagian hak bersama;
Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan;
Perubahan nama pemegang hak yang berganti nama;
Perpanjangan jangka waktu hak.

Sedangkan perubahan data fisik menurut Pasal 94 ayat (3) PMNA

No.3 Tahun 1997, dapat berupa :

a)

Pemecahan bidang tanah;

Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah
vang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurma menjadi beberapa
bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status
hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Untuk tiap bidang
dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat untuk menggantikan surat
ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya.
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HGB Nomeor 101/ (luas 100 m2)

Pemecahan 1

HGB Nomor 10243 HGB Nomor 103/3
Luas 50 m2 Luas 50 m2

b) Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah;

Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanah
vang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang
selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang
sama dengan bidang tanah semula. Dalam pemisahan bidang tanah
menurut Pasal 49 PP Nomor 24 Tahun 1997 ini, bidang tanah yang Iuas
diambil sebagian yang menjadi satuan bidang yang baru. Sedang bidang
tanah induknya masih ada dan tidak berubah identitasnya, kecuali
mengenai luas dan batasnya. Untuk satuan bidang baru yang dipisahkan
dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat sebagai satuan bidang
tanah baru dan pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah
dan sertipikat bidang tanah semula dibubuhkan cacatan mengenaj telah
diadakannya pemisahan tersebut. 2

HGB Nomor 101/3 (luas 100 m2)

Pemisahan l
HGB Nomor 102/3 HGB Nomor 103/3
Luas 25 m2 Luas 25 m2

 Harsono, Op. Cit. hal. 532.

Universitas Indonesia
Analisis yuridis..., Himmah Radiatur Rububiya, FH Ul, 2010.




27

¢) Penggabungan dua atau lebih bidang tanah.
Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua bidang tanah atau
lebih yang sudah didaftar dan letaknya berbatasan yang kesemuanya atas
nama pemilik yang sama dapat digabung menjadi satu satuvan bidang baru,
jika semuanya dipunyai 'dengan hak yang sama dan bersisa jangka waktu
yang sama. Untuk satuan bidang yang baru tersebut dibuatkan surat ukur,
buku tanah dan sertipikat dengan menghapus surat ukur, buku tanah dan

sertipikat masing-masing.

HGB Nomor 102/] HGB Nomor 103/]
Luas 50 m2 Luas 50 m2
Penggabungan |

HGB Nomor 104/] (luas 100 m2)

2.4 SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

Secara etimologi sertipikat berasal dari bahasa Belanda “certificat” yang
artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu. Di
dalam Undang-undang Pokok Agraria tidak pernah disebut sertipikat tanah namun
sebagaimana termaktub di dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ ada disebutkan surat
tanda bukti hak. Dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak ini sudah
sering ditafsirkan sebagai sertipikat tanah. Sehingga jika dikatakan sertipikat
tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang
tanah.*

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah atau satuan rumah
susun. Suatu pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah
atan satuan rumah susun secara perorangan atau bersama atau badan hukum yang
namanya ditulis di dalamnya dan sckaligus menjelaskan lokasi, gambar, ukuran

% Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Op. Cir. hal, 203-204.
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dan batas-batas bidang tanah atau satuan rumah susun tersebut.’’ Pengertian
sertipikat sendiri adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan
yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersang,lcutan.i"8

Sertipikat terdiri dari salinan buku tanah yaitu mengenai data yuridis dan
surat ukur mengenai data fisik. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar
yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah
ada haknya. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang
tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai
adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridis adalah
keterangan mengenai stalus hukum bidang (anah dan satuan rumah susun yang
didaftar, pemegang haknya dan hak pikak lain serta beban-beban lain yang
membebaninya. Buku tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan tanah wakaf disusun menurut jenis hak
dengan satuan wilayah desa/kelurahan.

Buku tanah berdasarkan Pasal 164 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
1997, terdiri dari 4 (empa?) bagian, yaitu:

a. Halaman 1 buku tanah di isi dengan :
1) Jenis Hak dan Nomor Haknya
2) Propinsi
3) Kabupaten / Kotamadya
4) Kecamatan
5) Desa/ Kelurahan
6) Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya
7) Nomor buku tanah yang terdiri darj :

a}) Dua digit pertama - Nomor Kode Propinsi

b) Dua digit kedua - Nomor Kode Kabupaten/ Kotamadya

¢} Dua digit ketiga - Nomor Kode Kecamatan

7 Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertipikat Tanah : Tanah Hak Milik, Tanah
Negera, Tanah Penda, dan Balik Nama, (Bandung : Mandar Maju, 2009}, hal. 31

“ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pendafiaran Tanah, PP No.24 Tahun 1997,
LN No.59 Tahun 1997, TLN 3696, Pasal | angka 20
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d) Dua digit keempat - Nomor Kode Kelurahan
e) Satu digit kelima - Nomor Kode Jenis hak
f) Lima digit keenam - Nomor Hak

b. Halaman 2 buku tanah terbagi dalam ruang a s/d i, yang di isi sebagai berikut:

D
2)

3

4)

S)

6)

)

8

9

Ruang a : terdiri dari jenis hak, nomor hak dan tanggal berakhirnya hak
Ruang b : terdiri dari Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan letak
tanah

Ruang ¢ : berisi mengenai asal hak yang terdiri dari alternatif apakah
konversi, pemberian hak, pemecahan bidang, pemisahan bidang atau
penggabungan bidang,

Ruang d : Identitas dokumen yang menjadi dasar pendaftaran hak, yaitu :
Nomor dan tanggal berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis,
jika hak berasal dari konversi.

Nomor dan tanggal Keputusan, serta uang pemasukan yang dibayar, jika
hak berasal dari pemberian hak atas tanah Negara atau Hak Pengelolaan.
Nomor dan tanggal permohonan Pemeeahan/ pemisahan/ penggabungan
bidang, jika hak berasal dari pemeeahan, pemisahan atau penggabungan
bidang

Ruang e : terdiri dari nomor surat ukur, tanggal surat ukur dan luas bidang
tangh

Ruang f : terdiri dari nama pemegang hak, yang ditulis sesuai dengan
nama dalam dokumen di ruang d dan dalam dokumen identitas pemegang
hak, sedapat-dapatnya ditulis dengan lengkap tidak disingkat, termasuk
juga gelar. Dalam hal pemegang hak perorangan: Tanggal, bulan dan
tahun kelahiran pemegang hak menurut keputusan, akta yang menjadi
dasar pembukuan hak atau menurut dokumen identitasnya, kalau ada.
Dalam hal pemegang hak badan hukum: nomor dan tanggal akta pendirian.

10) Ruang g : terdiri dari tanggal pembukuan hak, yaitu tanggal pembukuan

dalam Daftar Penyelesaian Pekerjaan Pendafiaran Tanah (daftar isian 208)
yang sama dengan tanggal penandatanganan buku tanah oleh Kepala
Kantor Pertanahan dalam pendaflaran tanah secara sporadik atau oleh
Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sisternatik,
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11)Ruang h : terdiri dari tanggal penerbitan sertipikat, yaitu tanggal ditanda-
tanganinya Sertipikat,

12) Ruang i : terdiri dari Nomor Daftar Isian Penyelesaian Pekerjaan (daftar
isian 208) dan pembatasan-pembatasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 90 ayat (2) Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

. Halaman 3 dan 4 buku tanah adalah halaman perubahan dan dipergunakan
untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi, baik terhadap data yuridis
dan data fisik bidang tanah maupun mengenai status buku tanah dan hal-hal
lainnya, meliputi antara lain peralihan hak, pembebanan hek, diletakkannya
sita, diterbitkannya sertipikat pengganti, dinyatakannya buku tanah tidak
berlaku Jagi, dan pencatatan-pencatatan lainnya, terdiri dari :

1) Kolom kesatu, sebab perubaban diisi dengan peristiwa, perbuatan, atau
dokumen yang menjadi dasar pencatatan, misalnya nomor dan tanggal
keputusan, akta PPAT, atau risalah lelang;

2) Kolom kedua, diisi dengan daftar-daftar isian yang penting yang
digunakan untuk melaksanakan perubahan;

3) Kolom ketiga diisi dengan nama pemegang hak baru apabila terjadi
peralihan hak atau nama pemegang Hak Tanggungan atau hak lain yang
membebani, apabila terjadi pem-bebanan hak.

4) Kolom keempat diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP. Kepala Kantor
Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk, dan Cap Dinas Kantor Pertanahan
Buku tanah kemudian dicatat di dalam dafiar tanah yang dibuat

perdesa’kelurahan. Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang
memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran. Dalam daftar
tanah dibukukan semua bidang tanah, baik yang dikuasai oleh perorangan, badan
hukum maupun pemerintah dengan sesuatu hak maupun tanah negara, yang
terletak di desa yang bersangkutan. Daftar tanah memuat mengenai luas bidang
tanah, jenis hak, nomor hak, dan nomor identifikasi bidang tanah (NIB). Bidang-
bidang tanah dalam suatu desa/ kelurahan didaftar dalam daftar tanah secara
berurutan menurut NIB-nya. NIB bidang tanah lama tetap dicatatkan dalam daftar
tanah apahila bidang tanah yang dibukukan merupakan bidang bamm akibat
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perubahan data fisik suatu bidang tanah yang sudah ber-NIB termasuk mencatat
jenis dan nomor hak atas bidang tanah yang bersangkutan setelah didaftar haknya.
Setiap ada perubahan mengenai yang terjadi pada bidang tanah yang
bersangkutan, seperti pemisahan atau penggabungan, perubahan status bidang
tanah dan lain-lain harus dieatat pada daflar tanah.

Daftar tanah dihimpun dalam bentuk buku, masing-masing buku berisi 50
atau 100 lembar dan disusun seeara berurutan menurut urutan NIB bidang tanah
yang ada di desa yang bersangkutan. Apabila terjadi perubahan- status bidang
tanah, jenis dan nomor hak atas bidang tanah lama dieoret, diganti dengan jenis
dan nomor hak yang baru dan diparaf..Untuk setiap Kantor Pertanahan dibuat
daftar tanah negara dengan satuan wilayah kabupaten/ kotamadya dengan
menggunakan dafiar isian 203A.

Dengan melihat adanya daftar tanah yang memuat mengenai bidang-
bidang tanah perdesa/ kelurahan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk bidang
tanah dengan jenis hak yang sama di dalam satu desa atau kelurahan hanya akan
diberikan satu nomor hak saja. Hal tersebut juga dapat dilihat di dalam ruang-
ruang sertipikat (salinan buku tanah) yang menyebutkan mengenai jenis hak,
nomor hak dan letak bidang tanah yaitu kelurahan. Sehingga tidak memungkinkan
diterbitkannya sertipikat (buku tanah dan surat ukur) untuk bidang tanah yang
berbeda dengan NIB dan nomor hak yang sama untuk jenis hak yang sama di
dalam satu kelurahan

2.5 KEGIATAN PEMISAHAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

Seecara teknis, pemisahan bidang tanah diatur di dalam Pasal 49 PP Nomor
24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa atas permintaan pemegang hak yang
bersangkutan, dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan
sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru
dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.

Untuk satuan bidang baru yang dipisahkan tersebut dibuatkan surat ukur,
buku tanah dan sertipikat sebagai satuan bidang tanah baru dan pada peta
pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertipikat bidang tansh
semula dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannya pemisahan tersebut.
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Dijelaskan bahwa dalam pemisahan bidang tanah, maka bidang tanah yang
luasnya diambil sebagian yang terjadi satuan bidang baru. Dalam hal ini bidang
tanah induknya masih ada dan tidak berubah identitasnya, keeuali mengenai luas
dan batasnya. Istilah yang digunakan adalah pemisahan untuk membedakannya
dengan apa yang dilakukan pada pemecahan bidang tanah.

Hal yang perlu diketahui adalah bahwa dalam permohonan pemisahan
bidang tanah disebutkan untuk kepentingan apa pemisahan tersebut dilakukan.
Persyaratan dan proscdur pemisahan tersebut sama yang berlaku untuk pemecahan
bidang tanah, Hanya saja dalam pendaftaran pemisahan bidang tanah surat ukur,
buku tanzh dan sertipikat yang lama tetap berlaku untuk bidang tanah semula
setelah dikurangi bidang tanah yang dipisahkan dan pada nomor surat ukur dan
nomor haknya ditambahkan kata sisa” dengan tinta merah, sedangkan angka luas
tanahnya dikurangi dengan luas bidang tanah yang dipisahkan.

Ketentuan teknis mengenai pemecahan, pemisahan dan penggahungan
diatur di dalam Pasal 133 — 135 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan WNasional chublik Indonesia Nomor 3 _Tahun 1997. Pemecahan
bidang tanah dilakukan sefelah diajukan permohonan olch pemegang hak dengan
melampirkan :

a. Sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan

b. Identitas pemohon

c. Persetujuan tertulis pemegang hak tangungan, apabila hak atas tanah yang
bersangkutan dibebani hak tanggungan

Lebih lanjut diuraikan di dalam Penjelasan Pasal 48 PP Nomor 24 Tahun
1997 bahwa pemecahan bidang tanah harus memperhatikan rambu-rambu, antara
lain :

a, Harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku, misalnya semula
peruntukannya untuk tanah pertanian akan dipecah-pecah menjadi perumahan
termpat tinggal,

b. Tidak boleh mengakibatkan tidak terlaksananya kctentuan - peraturan
perundang-undangan yang berlaku, misalnya ketentuan landreform.

c. Tidak boleh merugikan kepentingan kreditor yang mempunyai hak
tanggungan atas tanah yang bersangkutan.
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Catatan mengenai adanya hak tanggungan dan beban lain yang ada pada
buku tanah dan sertipikal asal dicatat pada buku tanab dan scriipikat baru.
Pencatatan pemisahan bidang tanah tersebut dikerjakan juga dalam daftar-daftar
lain dan peta péndaﬁara.n tanah atau peta-peta lain yang ada dengan menghapus
gambar bidang tanah pecahannya yang diberi nomor-nomor hak atas tanah dan
surat ukur yang baru. Hal ini yang perlu ditekankan bahwa status hukum bidang-
bidang tanah hasil pemisahan adalah sama dengan status bidang tanah semula atau
asal.

Standar prosedur pemisahan itu sendiri telah diatur di dalam Keputusan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar
Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) yaitu SPOPP-3.14-KPM.
Persyaratan permohonan pemisahan sertipikat scbagai berikut
a. Permohonan yang disertai alasan pemisahan tersebut
b. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (foto kopi KTP)

c. Sertipikat hak atas tanah asli

d. Siteplan (untuk kawasan pembangunan perumahan)

e. ljin perubahan penggunaan tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah
Biaya permohonan pemisahan sebesar Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya sertipikat
yang diterbitkan. Sedangkan penyelesaiannya membutuhkan 35 hari kerja sampai
dengan 50 bidang tanah di luas waktu pengukuran.

Uraian kegiatan pemisahan sertipikat hak atas tanah sebagai berikut :

a. Petugas Loket II (Pelayanan Teknis)

1) Meneliti kelengkapan materi dokumen, jika lengkap diserahkan ke
Petugas Loket III, jika tidak lengkap diserahkan kembali kepada
Pemohon

2) Menerima dan meneliti fisik dokumen

3) Membuat dan memberikan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)
kepada Pemohon

4) Membuat Surat Perintah Sctor (SPS) I

5) Menyerahkan dokumen ke Petugas Loket I11

b. Petugas Loket III (Bendahara)

1) Menerima biaya dari pemohon sesuai SPS
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2) Melakukan pencatatan pada DI 305
3) Membuat kwitansi (DI 306)
4) Mencantumkan nomor dan tanggal DI 305 pada STTD
5) Menyerahkan dokumen ke Petugas Loket I1
Petugas Loket I (Pelayanan Teknis)
1) Melakukan pencatatan pada DI 301
2) Melakukan pencatatan pada DI 302
3) Mencantumkan nomor dan tanggal DI 301 dan DI 302 pada STTD dan
menyerahkan kembali kepada pemohon
4) Menyerahkan dokumen ke Kepala Subseksi Pengukuran, Pemetaan
dan Konversi (P2K)
Petugas Pelaksana Pengukuran, Pemetaan dan Konversi
1) Meneliti dokumen dan menyerahkan ke petugas surat ukur
2) Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon, jika terdapat
perhedasn penggunaan tanah dengan cksisting tanah maka perlu
‘dilakukan koordinasi dengan Petugas Pelaksanaan Seksi Penatagunaan
Tanah (PGT)
Petugas Arsip
1) Menyiapkan Buku Tanah
2) Mencatat peminjaman Buku Tanah
Petugas Ukur
1) Lanjutkan ke kegiatan pengukuran dan pemetaan
2) Bon blanko Surat Ukur
3) Menyiapkan konsep Surat Ukur
4) Memberi nomor dan tanggal Surat Ukur
5) Menyerahkan dokumen kepada petugas pelaksana Permohonan Hak Atas
Tanah dan Informasi (PHI)
Petugas Buku Tanah Sertipikat
1) Menyiapkan konsep Buku Tanah — Sertipikat
2) Melakukan pencatatan pemisahan pada DI 204
3) Melakukan pencatatan pemisahan pada Buku Tanah — Sertipikat lama
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4) Menyerahkan dokumen kepada Kepala Subseksi Permohonan Hak Atas
Tanah dan Informasi (PHI)
Kepala Subseksi Permohonan Hak Atas Tanah dan Informasi (PHI)
1) Mengoreksi dan memaraf pada Buku Tanah ~ Sertipikat tanah lama dan
baru
2) Meneruskan dokumen kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pemeriksaan
Tanah (P&PT)
Kepala Seksi Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah (P&PT)
1) Mengoreksi dan menandatangani Surat Ukur
2) Mengoreksi dan memaraf pada Buku Tanah — Sertipikat lama dan baru
3) Meneruskan dokumen kepada Kepala Kantor
Kepala Kantor
1) Mengoreksi dan menandatangani Buku Tanah — Sertipikat lama dan baru
2) Menyerahkan dokumen kepada Petugas Pembukuan
Petugas Pembukuan '
1) Melakukan pembukuan pada DI 312
2) Mencantumkan nomor dan tanggal DI 312 pada Buku Tanah — Sertipikat
lama dan baru
3) Melakukan pembukuan pada DI 208
4) Mencantumkan nomor dan tanggal pada DI 208 pada Buku Tanah —
Sertipikat lama dan baru
5) Membubuhkan stempel garuda pada Buku Tanah — Sertipikat lama dan
baru
6) Menginformasikan kepada Petugas Loket II untuk pencoretan DI 301
hahwa sertipikat selesai proses
7) Menginformasikan kepada Petugas Pengolahan atau Surat Ukur untuk
updating DI 203
8) Menginformasikan kepada Petugas Loket IT untuk updating DI 302
9) Menyerahkan dokumen kepada Petugas Arsip
10) Menyerahkan scrtipikat ke Petugas Loket IV (Penyerahan Produk)
Petugas Arsip — Warkah dan Buku Tanah
1) Melakukan pengarsipan dokumen warkah dan Buku Tanah
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2) Loket IV (Penyerahan Produk)
3) Melakukan pencatatan pada DI 301A
4) Menyerahkan sertipikat kepada pemohon

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005
tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) telah
diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan
Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis
Pelayanan Pertanahan Tertentu yang bertujuan untuk melakukan penyederhanaan
dan pereepatan pelayanan pertanahan tertenfil kepada masyarakat terutama yang
berkaitan dengan jenis dan waktu penyelesaian pemeriksaan (pengecekan)
sertipikat, peralihan hak, hak tanggungan, pemecahan, pemisshan dan
penggabungan sertipikat, perubahan hak milik untuk mmah tinggal dan ganti
nama pada Kantor Pertanahan.

Keputusan Kcpala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005
tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) yang telah
diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan
Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis
Pelayanan Pertanahan Tertentu kemudian diganti dengan diterbitkannya Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Peraturan tersebut
mensyaratkan begi permohonan pemisshan bidang tanah Badan Hukum harus
melampirkan :

a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau
kuasanya di atas materai cukup. '
Formulir permohonan memuat :
1) Identitas diri
2) Letak, Iuas dan penggunaan tanah yang dimohon
3) Pernyataan tanah tidak sengketa
4) Pemnyataan tanah dikuasai secara fisik
5) Alasan pemisahan

i
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b. Surat Kuasanya di atas materai cukup

c. Fotokopi identitas (KTP) Pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah
dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

d. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan
dengan aslinya oleh petugas loket

e. Sertipikat asli

f. Rencana tapak atau siteplan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat

Adapun mengenai biaya pemisahan itu sendiri sesuai dengan ketentuan

peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan

pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Sedangkan mengenai waktu penyelesaian pemisahan bidang tanah yaitu 15 (lima

belas) hari untuk pemisahan sampai dengan 5 (lima) bidang tanah. Pemisahan

lebih dari 5 (lima) bidang tanah waktu penyelesaian disesuaikan.

2.6 KASUS POSISI

PT. BJ adalah sebuhh perusahaan yang bergerak di bidang perumahan di
Kota Bekasi. Untuk svatu perumahan dimungkinkan tanah atas perumahan
tersebut terdiri dari beberapa sertipikat HGB induk yang masih atas nama
Pengembang sebagal badan hukum. Sesuai dengan Pasal 54 (4) Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) tidak diperbolehkan membuat akta jual beli, tukar menukar, hibah,
pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian
Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak
Tanggungan, pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan, atas sebagian
bidang tanah yang sudali terdafiar atau tanah milik adat, sebelum diukur oleh
Kantor Pertanahan dan diberikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)*, maka

22 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) adalah tanda pengenal khusus yang diberikan
untuk bidang tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia.
Pencantuman NIB sebagaimana dimaksud pada yat {1} dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:
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PT. BJ kemudian mengajukan permohonan pemisahan atas sertipikat HGB Induk
agar terbit sertipikat pecah perkavling agar dapat terlaksananya penadantanganan
akta jual beli dengan pihak konsﬁmen. Adapun permohonan pemisahan tersebut
diajukan oleh PT. BJ sendiri tanpa dikuasakan kepada pihak lain (Pe¢jabat
Pembuat Akta Tanah).

PT.BJ mengajukan permohonan pemisahan secara menyeluruh untuk
semua bidang tanah dan terdiri dari beberapa HGB Induk. Adapun jumlah
pemisahan yang diajukan adalah sebanyak 221 bidang tanah dari 6 HGB Induk.
Oleh karena dalam tanah perumahan tersebut memungkinkan adanya beberapa
HGB Induk, maka untuk kavling pada perumahan tersebut dapat terdiri dari
beberapa HGB Induk pula. Seperti halnya pada kavling D Nomor 25 yang terdiri
dari induk HGB Nomor 679/J dan 4807/J. -

Setelah permohonan pemisahan telah diajukan dan segala persyaratan
telah dilengkapi, maka ¥antor Pertanahan kemudian akan menerbitkan dafiar
nominatif permohonan pemisahan 221 bidang tersebut. Dalam daftar nominatif
memperinci mengenai kavling yang diajukan pemisahan berikut dengan luas
bidang tanah yang dimohon, NIB, nomor dan tanggal surat ukur. Setelah daftar
nomintaif diterbitkan kemudian akan diterbitkan pula sertipikat atas kavling yang
merupakan hasil pemisahan dari HGB Induk. Dalam penerbitan sertipikat hasil
pemisahan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Bekasi telah menerbitkan sertipikat
dengan nomor hak yang sama untuk bidang tanah yang berbeda, yaitu sertipikat
blok H/12 dengan luas tanah 72 m2 dan sertipikat blok D/25 dengan luas 85 m2.
Berikut uraiannya :

a. Sertipikat blok H/12 :

1) Jenis Hak : Hak Guna Bangunan Nomor 5213/],

2) NIB : 10.26.xx.xx.08460

3) pemisahan : HGB 4808/X

4) Surat Ukur » tanggal 21-02-2007, Nomor 12xx/J/2007
5) Luas tanah 1 72 m2

a. pencantuman NIB pada dokumen-dokumen yang ada di Kantor Pertanahan; dilakukan scbagai
kegiatan fungsional Kantor Per-tanahan;

b. pencantuman NIB pada sertipikat hak dilakukan pada waktu sertipikat tersebut diserahkan
kepada Kantor Pertanahan untuk sesuatu keperluan pelayanan.
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6) Diterbitkan
b. Sertipikat blok D/25
1) Jenis Hak

2) NIB

3) pemisahan

4) Surat Ukur

5) Luas tangh

6) Diterbitkan
dan

1) Jenis Hak

2) NIB

3) pemisahan

4) Surat Ukur

5) Luas tanah

6) Diterbitkan
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: 16 April 2007

: Hak Guna Bangunan Nomor 5213/J,

: 10.26.xx.xx.08339

: HGB 679/]

: tanggal 21-02-2007, Nomor 11xx/J/2007
175 m2

: 30 April 2007

: Hak Guna Bangunan Nomor 5012/],
: 10.26.30¢.xx.08340,
: HGB 4807/]
- tanggal 21-02-2007, Nomor 11xx/J/2007
: 10 m2
: 30 April 2007

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa untuk dua bidang tanzh

yang berbeda telah diterbitkan nomor hak yang sama untuk jenis hak yang sama
pula. Blok H/12 terdiri dari satu sertipikat HGB hasil pemisahan dengan nomor
5312/ dengan luas 72 m2 sedangkan untuk blok D/25 terdiri dari 2 (dua)
sertipikat HGB hasil pemisahan yaitu 5312/J dengan luas 75 m2 dan 5012/]
dengan luas 10 m2. Karenanya perlu dicari tahu mengenai mengapa di atas bidang
tanah yang berbeda diterbitkan sertipikat dengan nomor yang sama dan

bagaimana penyelesaiannya.

BLOK D725
T. 84 m?

B. 52134
LT. M o

BLOK L7112
LT. T2 m*

B, 52134
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2.7 ANALISA PERMASALAHAN
2,7.1 Sebab terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas
bidang tanah yang berbeda pada satu kelurahan

- Kegiatan penﬁéé.han sertipikat merupakan kegiatan pendaftaran tanah
untuk pemeliharaan data yang telah mendapat pengaturan di dalam Pasal 49
PP Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 133 — 135 PMNA/Kepala BPN Nomor 3
Tahun 1997 dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2005 (SPOPP 1995) yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 (SPOPP 1998)
dan terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan sebagai pengganti
dari kedua SPOPP tersebut di atas. Berdasarkan tahun penerbitan sertipikat
5213/] adalah pada tahun 2007, maka untuk membahas permasalahan yang
penulis teliti adalah tetap menggunakan Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasjonal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan
dan Pelayanan (SPOPP). Pemisahan sendiri telah mendapat pengaturan di
dalam SPOPP 3.14 KPM.

Mengenai pemisahan bidang tanah di dalam Pasal 143 PMNA/Kepala
BPN Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa setiap terjadi perubahan batas
fisik pada bidang tanah karepa adanya pemecahsn, pemisashan atau
penggabungan, maka terhadap peta pendaftaran dilakukan perubahan, Dalam
hal perubahan data fisik bidang tanah karena pemisahan bidang tanah, maka
bidang tanah hasil pemisahan diberi NIB baru, sedangkan sisa bidang tanah
semula menggunakan NI1B lama.

Sebagaimana yang telah di atur di dalam Pasal 146 ayat (2)
PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 bahwa daftar tanah dibuat perdesa
atau kelurahan. Di dalam Pasal 151 ayat (1) PMN/Kepala BPN Nomor 3
Tahun 1997 ditegaskan bahwa di dalam daftar tanah tersebut mencatat status
bidang tanah dan nomor haknya. Di dalam Pasal 134 ayat (3) PMNA/Kepala
BPN Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa status hukum bidang atav
bidang-bidang tanah yang dipisahkan adalah sama dengan status bidang tanah
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Sistem booking tersebut merupakan kebijakan tidak tertulis di dalam
kegiatan pemisahan sertipikat pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Hal
tersebut dimaksudkan untuk mempermudah kegiatan pemisahan sertipikat
dalam hal penomoran hak pada buku tanah dan sertipikat hasil pemisahan.
Pembookingan nomor sertipikat tersebut wajib dieatat di dalam buku booking
sertipikat dengan menggunakan buku besar dan juga didata secara
komputerisasi namun bukan berupa sistem yang terintegrasi satu dengan
lainnya.

Setelah pem-booking-an selesai selanjutnya buku tanah — sertipikat
baru dibubuhkan nomor hak sesuai dengan nomor yang telah dibooking dan
diperiksa dan diparaf oleh Kepala Subseksi Permohonan Hak Atas Tanah dan
Informasi (PHI), Kepala Seksi Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah yang
kemudian diakhiri dengan pemeriksaan dan penandatanganan Buku Tanah -
Sertipikat lama dan baru oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Setelah
selesai, maka buku tanah akan disimpan pada tempat penyimpanan dan salinan
buku tanah dan surat ukur kemudian dijahit menjadi satu menjadi sertipikat.
Sertipikat yang telah selesai dijahit kemudian di data kembali seeara
komputerisasi dengan program Excel, maka apabila terdapat nomor hak yang
sama untuk bidang tanah yang berbeda pada satu kelurahan tidak akan eepat
terdeteksi oleh karena yang digunakan bukan sistem yang terintegrasi antara
yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Asep, terjadinya
sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda
dapat terjadi karena ketidakcermatan pegawai Kantor Pertanahan dalam
meneatatkan nomor hak tersebut baik di dalam buku tanah maupun di dalam
sertipikat hasil pemisahan. Oleh karena penomoran hak pada buku tanah dan
sertipikat dilakukan berdasarkan pengelompokkan sertipikat induk, maka
ketidakcermatan petugas buku tanah — sertipikat di dalam pembukuan buku
tanah dan sertipikat hasil pemisahan sertipikat yang telah mendapat nomor hak
dengan sistem booking dapat menyebabkan nomor hak yang sebenamya telah
digunakan pada sertipikat hasil pemisahan dari kelompok sertipikat induk
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yang satu tetap digunakan kembali untuk sertipikat hasil pemisahan pada
kelompok sertipikat induk yang lain 3

Di dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan yaitu
SPOPP 3.14 KPM disebutkan bahwa Kepala Subseksi Permohonan Hak Atas
Tanah dan Informasi (PHI) dan Kepala Seksi Pengukuran dan Pemeriksaan
Tanah (P&PT) mengoreksi dan memaraf pada Buku Tanah — Sertipikat tanah
lama dan baru sedangkan Kepala Kantor Pertanahan mengoreksi dan
menandatangani Buku Tanah — Sertipikat lama dan baru. Oleh karena itu,
sertipikat hasil pemisahan yang terdiri dari beberapa sertipikat induk dapat
terbit seeara parsial sesuai jumlah sertipikat induknya dan pada tanggal yang
berbeda pula sekalipun permohonan pemisahan tersebut diajukan seeara
bersamaan. Maksud diterbitkannya pada tanggal yang berbeda yaitu bisa saja
tanggal penerbitan sertipikat hasil pemisahan dari sertipikat induk yang satu
berbeda dengan tanggal penerbilan sertipikat hasil pemisahan dari sertipikat
induk yang lainnya. Tanggal penerbitan sertipikat yaitu tanggal
ditandatanganinya sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi.
Contoh, apabila pemisahan yang diajukan terdiri dari 6 sertipikat induk, maka
terbitnya sertipikat dapat menjadi 6 langgal yang berbeda sesuai dengan
jumlah sertipikat induknya.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa pada prakteknya
kegiatan pemisahan sertipikat yang diajukan oleh Pengembang dilakukan
berdasarkan sistem booking nomor hak sesuai dengan banyaknya bidang tanah
pemisahan sertipikat. Sistem booking tersebut tidak diatur di dalam dalam PP
Nomor 24 Tahun 1997, PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997,
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 (SPOPP
2005) telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 (SPOPP 2008) dan terakhir dengan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1

3! Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Asep Maulani, SH (Staf Subsi Pendaftaran
Tanah dan Informasi Seksi Hak Tanah dan Pendafiaran Tanah, Kantor Pertanahan Kata Bekasi),
27 Maret 2010,
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Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan sebagai pengganti dari kedua SPOPP
di atas.

Jika dilihat dari prosedur yang telah diatur di dalam Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasioﬁal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur
Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) khususnya di dalam SPOPP 3.14
KPM mengenai persyaratan dan prosedur pemisahan sertipikat, sistem
booking nomor hak ini tidak terdapat dalam uraian kegiatan pemisahan
sertipikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya sistem booking nomor
hak ini berdasarkan kebijakan yang tidak tertulis pada Kantor Pertanahan Kota
Bekasi guna mempermudah kegiatan pemisahan sertipikat yang diajukan oleh
pengembang yang pada umumnya pengajuan pemisahan bisa meneapai
ratusan bidang tanah.

Sistem booking yang dimaksudkan untuk mempermudah kegiatan
pemisahan sertipikat bagi permohonan pemisahan oleh Pengembang pada
kenyataannya apabila diterapkan seeara parsial maka terdapat beberapa
kelemahan yang sulit diterapkan pada kegiatan pemisahan sertipikat dari
beberapa sertipikat induk yang akhirnya menyebabkan terbitnya sertipikat
dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda. Kelemahan
tersebut antara lain yaitu oleh karena pernisahan sertipikat yang diajukan oleh
Pengembang terdiri dari beberapa sertipikat induk di mana dalam penomoran
hak pada buku tanah dan sertipikat hasil pemisahan dilakukan berdasarkan
pengelompokkan sertipikat induknya sehingga sistem booking berlaku seeara
parsial atau tidak menyeluruh, maka ketidakeermatan petugas buku tanah —
sertipikat di dalarn pembukuan buku tanah dan sertipikat hasil pemisahan
sertipikat yang telah mendapat nomor hak dengan sistem booking dapat
menyebabkan nomor hak yang sebenamya telah digunakan pada sertipikat
hasil pemisahan dari kelompok sertipikat induk yang satu tetap digunakan
kembali untuk sertipikat hasil pemisahan pada kelompok sertipikat induk yang
lainnya sehingga hal ini menyebabkan terbitnya sertipikat dengan nomor hak
yang sama di atas bidang tanah yang berbeda. Kelemahan lainnya yaitu di
dalam penerbitan sertipikat hasil pemisahan yang terdiri dari beberapa
sertipikat induk dimungkinkan penerbitan sertipikat hasil pemisahan tersebut
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tidak pada tanggal yang sama untuk sertipikat hasil pemisahan yang berbeda
sertipikat induknya. Dengan penerbitan sertipikat hasil pemisahan yang tidak
bersamaan teatunya hal ini mempersulit untuk melakukan pemeriksaan
terhadap Buku Tanah - Sertipikat lama dan baru hasil pemisahan di mana
sistem penomoran hak buku tanah dan sertipikatnya menggunakan sistem
booking sekalipun pemeriksaan telah dilakukan oleh Kepala Subseksi
Permohonan Hak Atas Tanah dan Informasi (PHI), Kepala Seksi Pengukuran
dan Pemeriksaan Tanah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Kesulitan
pemeriksaan sertipikat hasil pemisahan tersebut karena pejabat yang
berwenang tidak dapat memeriksa sertipikat hasil pemisahan secara
keseluruhan sehingga pejabat yang berwenang sulit untuk mengetahui apakah
sertipikat tersebut memiliki nomor hak yang sama atau tidak, apakah nomor
hak tersebut telah digunakan pada kelompok sertipikat induk lainnya atau
belum. Oleh karenanya, sistem booking parsial ini mengakibatkan timbulnya
sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda
pada satu kelurahan.

2.7.2 Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan
terhadap sertipikat dengan' nomor hak yang sama di atas hidang
tanah yang berbeda
Penanganan permasalahan pertanahan diawali dengan kegiatan

inventarisasi yang merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang
merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang bentuknya dapat
bermacam-macam. Inventarisasi masalah tanah berarti kegiatan pengumpulan
data masalah pertanahan yang meliputi jumlah, tipologi, pokok permasalahan,
penanganan, kebijakan penyelesaian dan sebagainya.

Semua sengketa atau permasalahan pertanahanan menuntut suatu
penyelesaian. Hal ini agar terdapat kepastian hukum mengenai penguasaan
dan pemilikan tanah yang menjadi objek permasalahan, Scbagaimana
diuraikan di atas, bahwa permasalahan yang Penulis tcliti adalah terbitnya
sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda.
Dengan terbitnya sertipikat tersebut menjadikan data tanah baik yang terdapat
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di kantor pertanghan maupun yang dipegang oleh pemilik tanah menjadi tak
pasti. '

Terhadap permasalahan yang Penulis teliti yaitu mengenai sertipikat
dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda dalam satu
kelurahan yaitu blok H/12 terdini dari satu sertipikat HGB pecah perkavling
dengan nomor 5312/J dengan luas 72 m2 sedangkan untuk blok D/25 terdiri
dari 2 (dua) sertipikat HGB pecah perkavling yaitu 5312/J dengan luas 75 m2
dan 5012/] dengan luas 10 m2. Dari data tersebut artinya bahwa sertipikat
blok H/12 terdiri dari satu sertipikat peeah perkavling sedangkan blok D/25
terdiri dari dua sertipikat peeah perkavling.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Asep Maulani,
atas masalgh yang Penulis teliti dapat diselesaikan berdasarkan kebijakan dari
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Namun sekalipun pihak Kantor
Pertanahan mengetahui bahwa produk yang dihasilkan terdapat kesalahan
penomoran hak, pihak Kantor Pertanahan Kota Bekasi tidak melakukan
pemberitahuan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan
nomor hak (sertipikat) >, Hal ini Penulis ketahui setelah melihat Buku Tanah
untuk blok D/25 dan blok H/12 dengan HGB Nomor 5213/J di mana untuk
membedakan HGB tersebut diberikan inisial HGB 5213/J-A dan 5213/]-B.
Pihak Kantor Pertanahan Kota Bekasi dalam hal ini bersikap pasif. Selama
Pemohon tidak mengajukan keberatan dan perbaikan akan penerbitan
sertipikatnya, maka Kantor Pertanahan Kota Bekasi tidak akan memberikan
pemberitahuan hal tersebut,

Kebijakan yang dimaksud dapat dilakukan sebagai berikut :
a. Mengajukan permohonan perbaikan nomor hak, dengan prosedur
sebagai berikut:
Persyaratan mengajukan permohonan perbaikan nomor hak, yaitu :
1) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon
atau kuasanya di atas materai cukup.

Formulir permohonan memuat :

*2 Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Asep Maulani, SH (Staf Subsi Pendafiaran
Tanah dan Informasi Seksi Hak Tanah dan Pendafiaran Tanah, Kantor Pertanahan Kota Bekasi),
27 Maret 2010.
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a) Identitas diri _

b) Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

¢) Pemnyataan tanah tidak sengketa ~

d) Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

€) Alasan penggabungan

Surat Kuasa apabila dikuasakan

Fotokopi identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang

telah dicocokkan dengan aslinya olch petigas lokct

Sertipikat asli.

Uraian kegiatan permohonan perbaikan sertipikat sebagai berikut :

Petugas Loket II (Pelayanan Teknis)

a) Meneliti kelengkapan materi dokumen, jika lengkap diserahkan ke
Petugas Loket II, jika tidak lengkap diserahkan kembali kepada
Pemohon

b) Menerima dan meneliti fisik dokumen

¢) Membuat dan memberikan Surat Tanda Terima Dokumen (S§TTD)
kepada Pemohon

Petugas Arsip

8) Memeriksa Buku Tanah sertipikat yang bersangkutsn

b) Mencatat peminjaman Buku Tanah

¢} Menyerahkan dokumcn kepada Petugas Pelaksana Permohonan
Hak Atas Tanah dan Informasi

Petugas Pelaksana Permohonan Hak Atas Tanah dan Informasi (PHI)

a) Mengkonsep Berita Acara Perbaikan Nomor Hak pada Sertipikat
dan Buku Tanah

b) Mencatat perbaikan nomor hak pada Buku Tanah dan Sertipikat

Kepala Subseksi Permohonan Hak Atas Tanah dan Informasi (PHI)

a) Memeriksa Buku Tanah dan Sertipikat

b) Memaraf perbaikan pada Buku Tanah dan Sertipikat

Petugas Arsip

a) Melakukan pengarsipan dokumen warkah dan Buku Tanah

Petugas Loket IV
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a) Menyerahkan sertipikat kepada pemohon

Prosedur mengenai permohonan perbaikan nomor hak pada sertipikat
belum diatur seeara konkret di dalam peraturan perundang-undangan
apakah penyelesaian terhadap permasalahan tersebut memang ditujuan
bagi perbaikan nomor hak pada sertipikat atau bukan. Baik di dalam PP
Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur
Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) yang telah diperbaharui
dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pertanghan Nasional
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan
Pereepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan
Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu kemudian diganti
dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pertanghan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan
Pengaturan Pertanahan.

Prosedur perbaikan sertipikat dijadikan alternatif penyelesaian
permasalahan karena dengan pemegang hak mengajukan permohonan
perbaikan pada salah satu sertipikat tersebut maka nomor hek pada
sertipikat yang diperbaiki akan dimatikan dengan mencoret nomor hak
pada buku tanah dan sertipikat dan akan diberikan nomor hak yang baru
bagi buku tanah dan sertipikat tersebut. Perubahan tersebut berdasarkan
Pasal 165 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 harus dibubuhi paraf pejabat yang
berwenang melakukan pembetulan,

. Mengajukan permohonan penggabungan sertipikat

Penggabungan bidang-bidang tanah dapat dilakukan terhadap dua bidang
tanah atau lebih yang sama status haknya dan juga sama pemegang hak
atas tanahnya serta letak masing-masing bidang tanah berbatasan.
Ketentuan di dalam Pasal 50 PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur bahwa
atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua bidang tanah atau
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lebih yang sudah didaftar dan letaknya berbatasan yang kesemuanya atas
nama pemilik yang sama dapat digabung menjadi satu kesatuan bidang
baru, jika semuanya dipunyai dengan hak yang sama dan bersisa jangka
waktu yang sama. Untuk satuan bidang yang baru tersebut dibuatkan surat
ukur, buku tanah dan sertipikat dengan menghapus surat ukur, buku tanah
dan sertipikat masing-masing.

Sama seperti permohonan pemecahan dan pemisahan hak, dalam
penggabungan hak ini menurut Pasal 135 Peraturan Menteri Negara
Agraria’Kepala Badan Pertanahaﬁ Nasional Nomor 3 Tahun 1997
permohonan penggabungan hak disampaikan oleh pemegang bak dengan
menyebutkan uniuk kepentingan apa penggabungan terscbut dilakukan dan
melampirkan sertipikat-sertipikat hak atas bidang-bidang tanah yang akan
digabungkan dan identitas pemohon. Penggabungan bidang-bidang tanah
hanya dapat dilakukan apabila tidak ada catatan mengenai beban Hak
Tanggungan atau beban lainnya pada hak atas tanah tersebut.

Pendaftaran penggabungan bidang-bidang tanah dilakukan dengan
menyatakan tidak berlaku lagi surat ukur, buku tanah dan sertipikat lama
dan membuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat baru untuk bidang
tanah hasil penggabungan. Pada masing- masing surat ukur, buku tanah
dan sertipikat hak atas bidang-bidang tanah yang digabung dicantumkan
catatan dengan kalimat sebagal berikut : "Tidak berlaku lagi karena
haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil
penggabungan dengan tanah Hak ..... Nomor ..../...... , yaitu Hak .......
Nomor ... s/d ..... (lithat surat ukur/buku tanah nomor ... .. )", yang
dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang
ditunjuk berikut cap dinas Kantor Pertanahan.

Ditambahkan bahwa penggabungan dua bidang tansh atau yang lebih yang
berbeda jangka waktu berakhirnya dapat dilakukan dengan ketentuan
bidang-bidang tanah tersebut disesuaikan jangka waktu berakhimya hak
dengan jangka waktu yang terpendek atau terpanjang melalui pelepasan
hak untuk jangka waktu yang berlebih atau perolehan hak untuk jangka
wkatu yang kurang. Kepala Kantor Pertanahan diberi kewenangan untuk
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memberikan penetapan yang diperlukan untuk penyesuaian jangka waktu
tersebut dengan memberikan catatan seperlunya dalam buku tansh dan
sertipikat serta daftar umum lainnya.

Pada permasalahan yang Penulis teliti bahwa untuk blok D/25 terdiri dari

2 bidang tanah yaitu :
1) HGB Nomor 5012/}
a) Luas ;10 m2
b) Tanggal terbit : 12 April 2007

c) Tanggal berakhir : 24 September 2033
2y HGB Nomor 5213/]
a) Luas : 75 m2
b) Tanggal terbit : 30 April 2007
¢) Tanggal berakhir : 26 April 2029
Persyaratan dan prosedur penggabunpgan sertipikat diatur di dalam
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005
tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP)
yaitu SPOPP 3.-15.KPM.
Persyaratan permohonan penggabungan sertipikat adalah :
1) Permohonan yang disertai alasan penggabungan tersebut
2) Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (foto kopi KTP)
3) Sertipikat hak atas tanah asli
4) Siteplan (untuk kawasan pembangunan perumahan)
5) Ljin perubahan penggunaan tanah, apabila terjadi perubahan
penggunaan tanah
Biaya permohonan penggabungan sertipikat sebesar Rp. 25.000,-
(duapuluh lima ribu rupiah) untuk tiap sertipikat yang diterbtkan. Waktu
penyelesaian kegiatan penggabungan adalah 35 (tiga puluh lima) hari kerja
untuk sampai dengan 50 bidang di luar waktu pengukuran.
Jika semua sertipikat yang akan digabung telah menggunakan surat ukur
maka tidak diperluksn lagi pengukuran (harus ada pernyataan dari
pemochon bahwa bidang tanah yang dimohon tidak ada perubahan fisik).
Jika salah satu atau semua sertipikat yang akan digabung masih
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menggunakan gambar situasi, maka diperlukan pengukuran. Jika surat
ukur pada salah satu atau semua sertipikat yang akan digabung tidak
memenuhi syarat teknis atau ada perubahan bentuk dan ukuran, maka
diperlukan pengukuran. Jika gambar ukur dari salah satu atau semua
bidang tanah yang akan digabung tidak diketemukan dan dinyatakan
hilang, maka perlu dilakukan pengukuran dengan biaya Kantor
Pertanahan.
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005
tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP)
telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan
Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan
Pertanshan untuk Jenis Pelayanan Tertentu. Untuk melaksanakan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan dalam
rangka menyesuaikan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelayanan
masyrakat di bidang pertanahan perlu penyempumaan kedua peraturan
tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
sebagai pengganti dari kedua peraturan tersebut di atas.
Persyaratan untuk mengajukan permohonan penggabungan bidang tanah
badan hukum menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 sebagai berikut ;
1) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon

atau kuasanya di atas materai cukup.

Formulir permohonan memuat :

a) Identitas diri

b) Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

¢) Pemyataan tanah tidak sengketa

d) Pernyataan tansh dikuasai secara fisik

e) Alasan penggabungan
2) Surat Kuasa apabila dikuasakan
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3) Fotokopi identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang
telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

4) Fotokopi Akia Pendirian dan Pengesahan badan Hukum yang telah
dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.

5) Sertipikat asli.

Biaya permohonan penggabungan bidang tanah sesuai ketentuan Peraturan

Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan

pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Adapun waktu penyelesaian adalah 15 (lima belas) hari untuk

penggabungan sampai dengan 5 (lima) bidag tanah. Penggabungan lebih

dari 5 (lima) bidang tanah waktu penyelesaian disesuaikan. Dalamn

permohonan penggabungan bidang tanah, diperlukan pengukuran apabila :

1) Sertipikat belum dilampiri gambar situasi

2) Terjadi perubzhan tanda batas

Uraian kerja permohonan penggabungan sertipikat berdasarkan Keputusan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar

Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) yaitu SPOPP 3-

[5.KPM :

Uraian kegiatan penggabungan sertipikat hak atas tanah sebagai berikut :

1). Petugas Loket II (Pelayanan Teknis)

&) Meneliti kelengkapan materi dokumen, jika lengkap diserahkan ke
Petugas Loket III, jika tidak lengkap diserahkan kembali kepada
Pemohon

b) Menerima dan meneliti fisik dokumen

¢) Membuat dan memberikan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)
kepada Pemohon

d) Membuat Surat Perintah Setor (SPS)

€) Menyerahkan dokumen ke Petugas Loket III

2). Petugas Loket I

a) Menerima biaya dari pemohon sesuai SPS

b) Melakukan peneatatan pada DI 305

¢) Membuat kwitansi (DI 306)
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d) Mencantumkan nomor dan tanggal DI 305 pada STTD

¢) Menyerahkan dokumen ke Petugas Loket I

Petugas Loket 11 (Pelayanan Teknis

a) Melakukan peneatatan pada DI 301

b) Melakukan pencatatan pada DI 302

¢) Meneantumkan nomor dan tanggal DI 301 dan DI 302 pada STTD
dan menyerahkan kembali kepada pemohon

d) Menyerahl:an dokumen ke Kepala Subseksi Pengukuran, Pemetaan
dan Konversi (P2K)

Petugas Pelaksana Pengukuran, Pemetaan dan Konversi

a) Meneliti dokumen dan menyerahkan ke petugas surat ukur

b) Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon, jika terdapat
perbedaan penggunaan tanah dengan eksisting tanah maka perlu
dilakukan koordinasi dengan Petugas Pelaksanaan Seksi
Penatagunaan Tanah (PGT)

Petugas Arsip

a) Menyiapkan Buku Tanah

b) Mencatat peminjaman Buku Tanah

Petugas Ukur

a) Lanjutkan ke kegiatan pengukuran dan pemetaan

b) Bon blanko Surat Ukur

¢) Menyiapkan konsep Surat Ukur

d) Memberi nomor dan tanggal Surat Ukur

¢) Menyerahkan dokumen kepada petugas pelaksana Permohonan
Hak Atas Tanah dan Informasi (PHI)

Petugas Buku Tanah Sertipikat

a) Menyiapkan konsep Buku Tanah — Sertipikat

b) Melakukan pencatatan pemisahan pada DI 204

c) Melakukan pencatatan pemisahan pada Buku Tanah - Sertipikat
lama

d) Menyerahkan dokumen kepada Kepala Subseksi Permohonan Hak
Atas Tanah dan Informasi (PHI)
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8) Kepala Subseksi Permohonan Hak Atas Tanzh dan Informasi (PHI)
a) Mengoreksi dan memaraf ;
- Jika benar memaraf Buku Tanah dan Sertipikat
- Jika salah mengembalikan kepada petugas pelaksana PHI
b) Menyerahkan dokumen kepada Kepala Seksi Pengukuran dan
Pemeriksaan Tanah (P&PT)
9) Kepala Seksi Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah (P&PT)
a) Mengoreksi dan memaraf :
- Jika benar memaraf Buku Tanah dan Sertipikat
- Jika salah mengembalikan kepada petugas pelaksana PHI
b) Meneruskan dokumen kepada Kepala Kantor
10) Kepala Kantor
a) Mengoreksi dan memaraf :
- Jika benar memaraf Buku Tanah dan Sertipikat
- Jika salah mengembalikan kepada petugas pelaksana PHI
b) Menyerahkan dokumen kepada Petugas PHI
11) Petugas Pelaksana PHI
a) Melakukan pembukuan pada DI 312
b) Mencantumkan nomor dan tanggal DI 312 pada Buku Tanah —
Sertipikat lama dan baru
¢) Melakukan pembukuan pada DI 208
d) Mencantumkan nomor dan tanggal pada DI 208 pada Buku Tanah
— Sertipikat lama dan baru
e) Membubuhkan stempel garuda pada Buku Tanah - Sertipikat dan
Surat Ukur
f) Melakukan pembukuan pada DI 307
g) Menginformasikan kepada Petugas Loket II untuk pencoretan DI
301 bahwa sertipikat telah selesai
h) Menginformasikan kepada Petugas Pengolahan atau Surat Ukur
untuk updating DI 203
i) Menginformasikan kepada Petugas Loket II untuk updating DI 302
j) Menyerahkan dokumen ke Petugas Arisp
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k) Menyerahkan sertipikat ke Petugas Loket IV
12) Petugas Arsip

a) Melakukan pengarsipan dokumen warkah dan Buku Tanah
13) Petugas Loket 1V

a) Melakukan pencatatan pada DI 301A

b) Menyerahkan sertipikat kepada pemohon
14) Petugas Pelaksana PHI

a) Melakukan perbaiken pada catatan penggabungan, pemecahan,

sertipikat dan Buku Tanah

b) Menyerahkan dokumen kepada Kepala Subseksi PHI
Berdasarkan uraian yang tercantum pada sertipikat HGB Nomor 5012/)
dan HGB 5213/J terdapat perbedaan jangka waktu berakhimya sertipikat.
Meskipun jangka waktu berakhimya kedua sertipikat tersebut terdapat
perbedaan, namun pemegang hak tetap dapat mengajukan permohonan
penggabungan. Berdasarkan Pasal 135 ayat (7) Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 1997, penggabungan dua bidang tanah atau lebih yang memiliki
perbedaan jangka waktu berakhimya tetap dapat diajukan penggabungan
dengan permohonan pemegang hak dengan menyesuaikan jangka waktu
berakhirnya hak dengan jangka waktu yang terpendek atau yang
terpanjang melalui pelepasan hak untuk jangka waktu yang berlebih atau
perolehan hak untuk jangka waktu yang kurang?* Kewenangan
memberikan penetapan tersebut berada di Kepala Kantor Pertanahan
dengan memberikan catatan seperlunya dalam buku tanah dan sertipikat
serta daftar umum lainnysa.
Di dalam Pasal 135 ayat (7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997
terdapat dua pilihan mengenai jangka waktu yang dipakai untuk sertipikat
hasil penggabungan yaitu jangka waktu terpendek atau jangka wakiu
terlama. Artinya bahwa pemegang hak atas HGB Nomor 5012/] dan

3 Pasal 40 Undang-undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa salah satu yang
menyebabkan hapusnya Hak Guna Bangunan adalah dilepaskannya oleh pemegang haknya
sebelum jangka waktu berakhir.
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5213/J dapat mengajukan permohonan penggabungan dengan jangka
waktu berakhirnya sertipikat mengikuti jangka waktu berakhirnya
sertipikat HGB Nomor 5012/J yaitu 24 September 2033 atau jangka waktu
berakhimya HGB Nomor 5213/J yaitu 26 April 2029,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ruslina Hermawati, pada
prakteknya apabila untuk penggabungan atas sertipikat yang jangka waktu
berakhimya berbeda, ditetapkan yang digunakan untuk sertipikat hasil
penggabungan tersebut adalah jangka waktu berakhir yang terpendek.
Pertimbangannya adalah bahwa dengan dilakukan penggabungan atas
bidang-bidang tanah tersebut, maka nomor hak pada sertipikat yang
digabung akan dimatikan sehingga yang berlaku adalah jangka waku yang
terpendek.,

Mengenai kedua alternatif penyelesaian atas permasalahan yang penulis
teliti, tidak diatur secara konkret di dalam peraturan perundang-undangan
baik itu di dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, PMNA/Kepala BPN Nomor 3
Tahun 1997, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasiona! Nomor 1
Tahun 2005 (SPOPP 2005) telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasiona! Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 (SPOPP
2008) maupun di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 sebagai pengganti dari kedua
SPOPP tersebut di atas mengenai apakah prosedur penyelesaian tersebut
memang diperuntukkan bagi perbaikan sertipikat dengan nomor hak yang
sama di atas bidang tanah yang berbeda. Kedua penyelesaian tersebut
diambil dengan mempertimbangkan bahwa dengan diperbaikinya nomor
bak pada salah satu sertipikat akan menghapuskan nomor hak yang sama
seperti sertipikat lainnya dan dengan mengajukan permohonan
penggabungan atas bidang-bidang tanah akan menghasilken nomor hak
yang baru dan mematikan nomor hak yang lama,

Pada prakteknya apabila sertipikat dengan nomor hak yang sama terdiri
dari beberapa bidang yang saling berbatasan, maka penyelesaian yang
paling tepat adalah pengajuan permohonan penggabungan sertipikat.
Selain akan mendapatkan nomor hak baru, bidang-bidang tanah yang
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saling berbatasan dalam satu kavling akan terurai di dalam satu surat ukur

termasuk satu sertipikat dan buku tanah. Pada sertipikat baru akan terurai

nomor hak baru, luas kavling seluruhnya, dan batas-batas tanah yang
bersebelahan yang baru.

Penulis berpandangan bahwa terhadap penyelesaian yang telah diberikan

oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi adalah berdasarkan pemikiran agar

nomor hak pada salah satu sertipikat dapat dimatikan dan diganti nomor
hak yang baru. Sehingga penyelesaian tersebut dapat digunakan untuk dua
kondisi bidang tanah, yaitu :

1). Penyelesaian dengan mengajukan permohonan perbaikan sertipikat
Permohonan ini dapat diajukan untuk semua bidang tanah di mana
sertipikat atas bidang tanah tersebut terbit dengan nomor hak yang
sama.

2). Penyelesaian mengajukan permohonan penggabungan sertipikat
Permohonan ini hanya dapat diajukan apabilan terhadap sertipikat
dengan nomor hak yang sama terdiri atas beberapa bidang tanah.

Penulis berpendapat bahwa tidak adanya peraturan mengenai standar

prosedur perbaikan atas terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama

di atas bidang tanah yang berbeda dapat menjadikan

masyarakat/pemegang hak tidak mempunyai pedoman kuat mengenai

penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Sebagai instansi yang diberikan
kewenangan mengatur tanah diseluruh Republik Indonesia, seharusnya

Kepala Badan Pertanahan Nasional sudah dapat mengundangkan peraturan

atas permasalahan tersebut di atas dengan harapan terciptanya kepastian

hukum di masa mendatang.
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BAB III
PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir dari dari penulisan tesis ini, di mana dalam

bab ini akan dirangkum beberapa simpulan dari materi tesis yang telah Penulis
teliti. Selain ini juga akan diberikan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat
bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Kantor Pertanahan Kota Bekasi
(Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) mengenai persyarat dan
prosedur penyelesaian sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang
tanah yang berbeda pada satu kelurahan.

1. SIMPULAN
Dari hasil analisa pada BAB II, maka jawaban atas permasalahan pada BAB I
adalah sebagai berikut :

a.

Penyebab terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang
tanah yang berbeda dalam satu kelurahan karena kegiatan pemisahan
sertipikat bagi sebuah pengembang dilakukan dengan suatu sistem booking
nomor hak secara parsial atau tidak menyeluruh di mana sistem booking
ini tidak diatur di dalamn PP Nomor 24 Tahun 1997, PMNA/Kepala BPN
Nomor 3 Tahun 1997, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 2005 (SPOPP 2005) telah diubah dengan Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2008 (SPOPP 2008) dan terakhir dengan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan sebagai pengganti dari kedua SPOPP tersebut di atas,
melainkan berdasarkan kebijakan yang tidak tertulis yang berlaku di
Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Sistem booking secara parsial atau tidak
menyeluruh tersebut mempunyai kelemahan yang mengakibatkan
terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah
yang berbeda, kelemahan tersebut yaitu penomoran hak pada buku tanah
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dan sertipikat berdasarkan pengelompokkan sertipikat induknya sehingga
apabila Petugas Buku Tanah - Sertipikat tidak cermat di dalam
mengkonsep Buku Tanah dan Sertipikat dapat menyebabkan terbitnya
sertipikat seperti di atas. Kelemahan lainnya yaitu penerbitan sertipikat
hasil pemisahan tersebut secara parsial berdasarkan sertipikat induk
sehingga dengan sistem booking nomor hak akan menyulitkan di dalam
pemeriksaan Buku Tanah dan Sertipikat lama dan baru oleh pejabat yang
berwenang.
. Penyelesaian atas sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang
tanah yang berbeda tidak diatur secara konkret di dalam peraturan
perundang-undangan Republik Indonesia, namun penyelesaian dapat
dilakukan berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
dengan dua alternatif penyelesaian, yaitu :
1) Mengajukan permohonan perbaikan sertipikat
Permohonan ini dapat diajukan untuk semua bidang tanah di mana
sertipikat atas bidang tanah tersebut terbit dengan nomor hak yang
sama. Dengan mengajukan perbaikan nomor hak pada salah satu
sertipikat tersebut akan mematikan nomor hak pada sertipikat yang
diperbaiki. Sehingga alternatif ini dapat diajukan sebagai salah satu
alternatif penyelesaian permasalahan,
2) Mengajukan permohonan penggabungan sertipikat
Permohonan ini hanya dapat diajukan apabila terhadap sertipikat
dengan nomor hak yang sama terdini atas beberapa bidang tanah yang
saling berbatasan dan nama pemegang hak yang sama. Dengan
diajukannya bidang-bidang tanah untuk digabung, maka akan
mematikan nomor hak yang semula dan akan diterbitkan buku tanah
dan sertipikat hasil penggabungan dengan nomor hak dan nomor
identifikasi bidang yang baru. Sehingga alternatif ini dirasa tepat untuk
diajukan atas sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang
tanah yang berbeda yang terdiri dari dua atau lebih bidang tanah.
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2. SARAN

a. Untuk mencapai tujuan pendafiaren tanah sesuai dengan Pasal 3 PP
Nomor 24 Tahun 1997, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,
menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk
Pemerintah, dan untuk tersclenggaranya tertib administrasi pertanahan,
maka sudah seharusnya sistem booking yang merupakan kebijﬁkan yang
tidak tertulis bagi kegiatan pemisahan sertipikat di Kantor Pertanahan Kota
Bekasi diatur di dalam SPOPP khususnya mengenai uraian kegiatan
pemisahan sertipikat yang berlaku di selurvh Indonesia. Sehingga
mengenai sistem booking tersebut akan jelas uraian kegiatannya termasuk
mengenai dihamskannya penerbitan sertipikat hasil pemisahan secara
menyelurch (tidak secara parsial) untuk seluruh. bidang tansh yang
dimohon pemisahan guna mempermudah pemeriksaan Buku Tanah dan
Sertipikat hasil pemisahan oleh pejabat yang berwenang.

b. Untuk dapat mendeteksi lebih dini adanya sertipikat dengan nomor hak
yang sama di atas bidang tanah yang berbeda, maka sudah seharusnya
diadakan fasilitas berupa sistem komputerisasi yang teriniegrasi antara
yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi pendataan dengan nomor
hak yang sama di dalam satu keluarahan untuk bidang tanah yang berbeda.

c. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi
pemegang hak atas sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang
tanah yang berbeda, maka sudah seharusnya persyaratan dan prosedur
mengenai permohonan penyelesaian atas sertipikat dengan nomor hak
vang sama di atas bidang tanah yang berbeda di atur di dalam SPOPP yang
berlaku di selurch Indonesia.
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SURAT KUASA

Yang bartanda tangan df bawah Inl :

Nama
Pekerjaan
Alemat

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Nomor KTP

..................................................................................................

Dangan ini membarn kuasa kepada :

"Nama
Pekerfaan
Alamat

NOIMIOE KT P . eeiemicciereresrassnsnmssmaanansssessenrosanssnssassnssssnsassasnsrrossmssanas sranannenesarns
Untuk maengurus/mengajukan parmohonan ;
1. Pengukuran
. Konvarsi/Pendafteran Hak
. Pendaftaran Hak Milik Serusun

8. Pamacahan/Penggabungan Hak
2 9. Pandaftaran Hak Tenggungan
J 10. Roya atas Hak Tanggungen
4. Pandaftaran Tanah Wakaf 11. Penerblan Sartifikat Penggenti
5. Pandaftaran Paralihan Hak 12. Surat Ketarangan Pandaftaran Tenah
6. Pendaftaran Pemindahan Hak 13. Pengacakan Sertifikat
7. Pandaftaran Perubahan Hak 14. Parmohonen Paningkatan Hak

15. Pangambilan Sartifikat tersebut dan Kantor BPN

Atas bideng ‘tanah hakftaneh nagera, yang tarlatak di :

Kelurahen

Kacamatan
Kabupaten/Kolamadya
Nomor Hak

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

Selanjutnya uniuk dan alas name Pamben Kuasa, menghadap pejabat-pajabat yang berwenang

menyerahkan barkas-barkas, melakukan pambayaran-pembayaran serta mengambil hasil dari
pengurusan tarsabut.

Demikian Surat Kuasa Ini dibuat unfuk dapat djpargunakan sebagaimana mastinya.

Yang diban kuasa, Yang mambarf kuasa,

Materi
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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah im, kami :
Nama Pemohon

.........................................................................................................

Alamat

.........................................................................................................

Pekerjaan

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Selaku pemohon pengukuran dan pemilik / kuasa pemilik tanah

Letak Tanah/Desa o Kecamatan | .ovovveiviriiieieinennannns
Jumlah Persil
Luas Tanah

.....................................

‘Dasar PErmMoNOonan | oo cecieeerer v ves e e

Menyatakan bahwa : )

1. Atas bidang-bidang tanah tersebut telah dipasang tanda-tanda batasnya dan telah
memperoleh persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan.

2. Tanda-tanda batas tersebut dari beton/besi/kayu.

3. Atas ladang/bidang-bidang tanah tersebut sampai saat ini belum pernah menjadikan
Jjaminan hutang atau diperjual belikan dan tidak dalam keadaan sengketa.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk keperluan permohonan pengukuran
kepada Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

Bekasi,

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000

Pemohon
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SURAT PERNYATAAN

Yang betanda tangan dibawah ini

Nama : AmEnh Eoin Py

Umur 1 52 tahun

Pekerjaan : Karyawan

Alamat - JI. Otista 82, Jatinegara, Jakarta Timur.

Sehubungan dengan pemchonan Penggabungan Sertipikat Hak Guna
Bangunan No. 5678 & Hak Guna Bangunan No. 5973/Kelurahan JEMNEENEENN,
yang masing-masing berakhir haknya pada tanggal <1-03-2028 dan tanggal
08-01-2039, maka melalui Surat ini saya menyatakan melepaskan hak yang
berakhir pada tanggal 11-03-2039 dan 08-01-2039 menjadi tanggal 11-03-2028.

Demikian Surat Pemyataan ini saya buat dengan sebenamya untuk dapat
diperaunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 2010

Yang menyatakan

Analisis yuridis..., Himmah Radiatur Rububiya, FH Ul, 2010.
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SPOPP-3.14-KPM

URAIAN KEGIATAN

uu__._n.u.m._.-mn:_u_:-_

Monyiapkan konsep BT-Seripkat

Melakukan pencalalan pemecahan padn DI 204 %)

Molakukan pencatalan pemecahan pacn BT.Seripikal Lama

& Meonysrahken dokumen kepada Kesubsi PHI

@ ®  Lihal ko sub rutn (SPOPP-SP.3.01-KPM)-Pombuatan Buku Tanah/Santdika

WAKTU _ KETERANGAN

‘)  mencari kardu fMama lama ke pensrima hak sudah mamllikl sanipikel _

7 sebalurnya unluk memesukkan nomor hak yang baru plau membual kedu :
nama baru jika penerima hak bekuim memiliki karlu nema sobalumnya

B e

Kasubst PHI ™~

®  peongoieksi dan memaral pada BT-Seripikat Lama dan 8au
¢ Lihal ke sub rubin (SPOPP-5P.3.01.-KPM)-Pambualan Buku Tanah/Sertdikal
*  Menerskan dokumen kepada Kasi P&PT

FAsmSssassaSassgasaSSSsSssestlaageASend S Sanpuatdfl aave S S aasasnhfSS La s

Kas| P&PT

*  Mangoraksi dan menandalangani SU
®  Manposekei dan memeral pada BT-Sorlipikal ama dan Baru *
®  Moneruekan dokumen kapada Kepala Kantor

Kepala Kankor

¢  Mengoreksi dan menandalangan BT-Serlipikal tama dan bary L
®  Monyarahken dokumen kepada Petugas Pambukuan

12-13<:10-11 <:9

AV i it e 2T W B B 4 N\ ] \\ St

Petugas Pembukuan

Medakukan permbukuean pada DI 312 °)

Meoncantumkan nomot dan langgal DI 312 pgda BT-Sarlipial lama dan bary
Medokukan pembukuan poda Df 208 *7)

Mencantumkan nomor dan tanggal DI 208 pada BT-Sardipkat lama dan bary
Membubuhken stempa garuda pada BT-Sertipixat dan SU

Molakukan pambukuan pada D1 307

Mengmiormaskan kapada Polgas Lokel Ll unluk pencorelan Di 304 babwa Senipikal solesai prosas
Menginkormaskan kepada Pewgas Pengolahan f SU unluk wpdating DI 203
Menginkormasikan kapada Pawgas Lokel 1l untuk updaling Of 302
Monyorahkan dokumen ke Pelugae Arsip

Monyorahkan Sarfipikal ke Pelugas Lokel IV

14,15

N petuges Arslp - Warkah dan Buko Tanah o ooTmemeesesememmmee

Petugas Arslp — Warkah dan Buku Tanah
®  iolakuken pangarsipan dokuman warkah dan Buke Tanah

16

Loket IV
®  Malakukan pencalatzn pada DI 3014
®  Menyorahkan Senipikal kepata pamohan

JUMLAH

D 1

Tenggal Pembukuan Buku Taneh dan serlipkal rdeleh {anggel pananda
langanan / lakalieasi pajabal berwanang pada Buku Tanah dan sediplkat

® Taengpal perbdan buku ianah dan sertipiks! adalah tanpgel pananda
langenan f lagalsasi pada buku laneh dan saripikal

sEasssaaersAddansr A aaSsgEaESAAl EALAGARARE R AaasFRadAnanaleaETanEeEen

3

35 Hari
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SPOPP-3.15-KPM

STANDAR PRCSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN

PENGGABUNGAN SERTIPIKAT
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA

DASAR HUKUM

Undang-Undang No 5§ Tahun 1950
Poraluran Pamannlah Nomor 24 Tehun
1997

Porot Manlati Neg Agraria/ Kepala
BPN Nomod 3 Tahun 1597

Poraluan Pemariniah Nemeor 46 Tahun
2002

SE Ka BPN-G00-t900 1onggal 31 Juk 2003

N

PERSYARATAN

Parmohanan yang dizariai alasan Permecahan lorsabul
ldentilas din pamohon dan alau kuatanya {folo copy KTP )
Senipikat Hak Alas Tanah asl

Sda Plan 7}

ljin Parubnhan Penggunaan Tansh, apabita terjadi perukehan
penggunaan Tanah

BIAYA

Rp 25,000,
dikalikan
banyaknya
Sertipikal yang
dilarbitken

WAKTU

35 hari korja gampai

dengan panggabungan
50 bfang

Diluar waklu pangukuran

KETERANGAN

Calatan : Untuk manghapus calatan datam
sartipXal tenlang Jjjin pejabat yang
barwenang diperiukan SE KBPN

- Wakiu dihilung sejak dilpkukan pembayaran

I dilgalisit oleh pefabal barwanang

**y Jia sermup Sertipkal yang digaburp sudah
manggunaken SU maka xdak diperlskan
pengukuran (harus sda pernyataan dari
pemohon babwa tidang lanah «n akan
digabung Etak ade perubahan _w__ﬁw

Jira salah aaiu aiau semua Sertlpikal yang
digabunp masih manggunakan Gambar Siluesi,
maka perir dinksanakan pengukuran

Ji@ SU pada salah salu atau sermua Serlipikel
ek mamanuhl syaret 1akni ateu ada
pefubahan bentuk dan ukuren, make periu
dilakukan pengukuren

Jikn Gembar Ukur derd salah salu alau samua
bidang anah yang aken digabung, ticdak
dlkalammukan dan dinyalakan hilang maka parfu
dilakukan pengukuran (hal lnsiruksl Kepala
Badan Pertanahan Maetional Noemor 1 Tahun
1992} dengan beya dan Kantor Perlanahan,

**1 Unluk Kerwarsan Pembangunan Pafumahan

., Himmah Radiatur Rububiya, FH Ul, 2010.
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STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN
PENGGABUNGAN SERTIPIKAT
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA

SPOPP-3.15-KPM

URAIAN KEGIATAN WAKTU - | ) KETERANGAN

Petugas Loket ' o : / G e — 11
®  Manolii kelengkapan materi dokurnen, jike engkap dissrahian Ke Polugas Lokal II. jika Gdak lenghkap
disorahkan kombali kepada Pomohon *) ) Pomehen manyerahkan STTD
®  Mgonerima dan manolfi fisik dokumen _.ow..m_ li sabagal penefima borkns dapat diperbanyak sasuai kebuluhan masing-
. ma:
®  Mombuat dan mamberikan STTO kapada Pemohon - st SPS diberian kopada pomohon. Pemohon, dergen membawa asli SPS den
o~ ®  Mambwatl SPS STID, melakukan pambayaran ke Patugas Lokat B
- ®  Momyorahkan dokumen ke Petugas Lakot IIl
<.'#m-ﬂth'-H.°“m=—ll...--l.'-"..'-"...-'l'.'.'....--'.'.'-.'..--...,.‘ AL R E R LR EERN R FEREYLELERERRNEERNLLERFEEELLEYENFYNEDELLEFERLERLELRLEYXEY YR
®  Monorima biaya dari pamchon sesuai SPS
®  Mohkikukan popcatatan pada O 305 5
®  Mombust kuitarsi (D 306)
®  Moncantumken nomor dan tanggal O 205 pada STTO Asli Ol 306 diserahian kepade pemohen
®  Maoryarahkan dokumen ke Potugas Lokalll
[xr]
<."“ﬂd&“ﬁﬁO#Mﬁﬂu'.'..-....'-."."..'-l.'."'..'-"...'-.'.""-...'..!.'-"-...-I'....'--'...'.-.. ''''' LA E B RB¥ FE N XX NEREFEFEYRLEYLETRERDRRJN ]

&  Melakuksn poncatatan poda O 301
®  Melokuksn poncalatan poda QI 302

®  Mencomumkan nomor dan tanggal Ol 301 dan Df 302 pada STTO dan menyarahkapnya kembati
kepoda pemohen

. ¢  Menyorshkan dokumen ka Kasubsi F2K A
<'-.qnﬁ.&--.“ﬁﬂuﬂ"ﬁ.ﬂ-ﬂ EsaAabaEEEmAeAETAasRwsRERSAhansad AT A ssaEsaaanESdsSdtdEssriaansaddaasaadb bR R asweREasbbiapaas iR ssd SRS D EddEd S EEE S RS
®  Manuliiti dokumon dan memyerankan ke Petugas SU ’ 5 Jika ada perubahon penggunann tainsh maks [akuken froses
®  Monoliti kesosuaian penggunaan tanah yang dimohon, jika terdapat perbedean panggunaen neh SPOPP-4.13.KPK
dongan oksisting ponggunaan tanah maka perlu dilakuxan keordinasi dongan Petuges Pelaksans
Soksi PGT.
Te]
e e T T Y T L L L T e e N YT R R R Y R L E R R R R R L L EEE REREEE LT EELNEEFTRE RN E L EF R E L E LR FLEELLERLERERERERERLELEEELELE L EELELELEZ A EXLL]
Petugas Araip
®  Maenyinpkan Buku Tonah 2
o ®  Mancstat Peminjaman Buku Tanah

'/\!llll.lllloOllllllllll!sllllllllltIllll...olll.l'lllll..lIlll!llllllllllllll.llIlll_llllllllllllilllllllollllIllllllllllil-llllllll

Petugas Ukur

Lanjutan ko kegiatan PBENGUKURAN DAN PEMETAAN (SPOPP-SP-3.00.2.KPM) *)

Bon blanko SU

Manyiopkan konsap SU Untuk kegian pangukuran waktunys disesuaikan dengan SPOPP tarsebut
Mambeti nomar dan anggal SU .

Menyerahkan dokumen kopada patugas Palakasano PHI

., Himmah Radiatur Rububiya, FH Ul, 2010.
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KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PENYEDERHANAAN DAN PERCEPATARN STANDAR PROSEDUR OPERASI
PENGATURAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN UNTUK JENIS PELAYANAN

PERTANAHAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK IKDONESIA,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

bahwa berdasarkan hasil evaluasi Keputusan Ksepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi
Pengaturan dan Pelsyanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional,
dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dipandang perlu
dilakukan penyederhanaan dan percepatan pelayanan pertanahan tertentu
kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan jenis dan wakiu
penyelesaian pelayanan pemeriksaan {pengecekan) seripikat, peralihan
hak, hak tanggungan, pemecahan, pemisahan dan penggabungan
sertipikat, perubahan hak milik untuk rumah tinggal dan ganti nama pada
Kantor Pertanahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurif a8 dipandang peru

ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur
Operasi Pengaluran dan Pelayanan Pertanahan untuk Jenis Pelayanan
Pertanahan Tertentu;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3988);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau

Analisis yuridis..., Himmah Radiatur Rububiya, FH Ul, 2010.




Menetlapkan :

(1)

(2)

.

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

(Lernbaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis

Penarimaan Nagara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan
Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

. Peraturan Prasiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan

Nasional;

. Peraturan Manteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraluran
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

. Keputusan Kaepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005

tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PENYEDERHANAAN DAN PERCEPATAN STANDAR PROSEDUR OPERAS)
PENGATURAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN UNTUK JENIS
PELAYANAN PERTANAHAN TERTENTU,

Pasal 1

Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) pelayanan partanahan
sebagaimana tercanturn dalam lampiran | sampai dengan XIV yang merupakan
kasatuan yang Bdak terpisahkan dangan peraturan ini.

Pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuli :

~ SO o Q0P

= o

2 3

Pemeriksaan {pengecekan) sertipikat;
Peralihan hak — Jual beli;

Peralihan hak — Pewarisan;

Peralihan hak — Hibah;

Peralihan hak = Tukar Menukar;
Peralihan hak - Pembagian hak bersama;
Hak tanggungan;,

Hapusnya hak tanggungan - roya;
Pemecahan sertipikat — Perorangan;
Pemisahan sertipikat — Perorangan;
Penggabungan sertipikat — Perorangan;

- Perubahan hak milik untuk rumah tinggal dengan ganti blanko;
. Perubahan hak mitik untuk rumah tinggal tanpa ganti blanko; dan

Ganti nama.

Compilad by Puskum & Humas BFN Ri
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Pasal 2
(1} SPOPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.
{2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasiona! :

a. mengatur kewenangan penandatanganan dari Kepala Kantor Pertanahan atau
pejabat yang ditunjuknya kepada pejabat yang ditunjuk dalam rangka kelancaran
pelaksanaan peraturan ini ditetapkan dengan keputusan;

b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPOPP ini sebagaimana
meslinya; dan

¢. melaporkan pelaksanaan peraturan ini kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 3
Jangka waklu penyelesaian pelayanan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini terhitung sejak berkas diterima lengkap oleh Kantor Pertanahan dan telah lunas
pembayaran yang ditetapkan peraluran perundang-undangan.

Pasal 4

Dengan berakunya peraturan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operssi Pengaturan dan Pelayanan di
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Permturan hMeateri Negara Agrana/Kéepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 lentang Kewenangan Menandatangani Buku
Tanah, Surat Ukur, dan Sertipikat sepanjang mengalur jenis pelayanan pertanahan yang
diatur dalam peraturan ini dan ketenkuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan
ini dinyatakan tidak beriaku.

Pasal §
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2008

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

itd.
JOYO WINOTO, Ph.D

Compled by Puskum & Humas BPN Ri
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LAMPIRAN XI  PERATURAN KEPALA

BPN-RI NOMOR 6 TAHUN 2008

TANGGAL |t JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN
PENGGABUNGAN SERTIPIKAT — PERORANGAN

PERSYARATAN BIAYA WAKTU

W ke ot P o

DASAR HUKUM KETERANGAN
Undasg-tlacang Homor 3 Tabon 1960 1. Permobooss yaog discrad Aleian [« Rggabunpan Rp. Y000, scrupiksl Paling Lama Calatan @
Persinrea Pomenatsh Noaoe 24 Tabun 1997 1 Fotocogry xienlitn da pemohos dan stea §urmnys dengan yang JircrbALaa 13 (Linow bet bua) hari « Jika seriipikas  budang-bidang  wnab

Persturms Perorrinh Nowor 4 Taban 2002
Porioreg Motsen Nepas AgmnaKepals BPN Bomror } Tahen 1997
SE Krpala BFN Nymut 600-1900 trgyal 31 Jali 1p0)

axcpedibaln slinys
Y Semipiked bk sty tash

e de ngan § bidmag

yang akas dupabming (alak ada coiaten
{betvih],
- Bisyw wrwbut, dilwst bayn poigckurn

KEEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ud.

JOYQ WINOTO, Ph.D

Himmah Radiatur Rububiya, FH Ul, 2010.
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1. Sisingamangarjp No. 2 Jakarta lZIl.’qulp 7393 (Komi‘ 4

Nn l403f3ks Jakagta.12(0}4)
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«W
Nomor : 446/3.4~100/I1/2010
Sifat : Penling
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyampaian Peraturen Kepala

Badan Perianahan Naxional
Nomor 1 Tahun 2010

Jakarta, 8 Pebruari 2010

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor W:layah Badsn Pertanahan \Iasxonal
Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
di- .

Seluruh Indonesia. : o

T Ak

Bersama ini disampaikan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 201Q tentang Standar Pejayanan den Pcl}qaturan Pertanahan
yang mcrupa.kan pcnggann dari }ieputusan-Kepala .Bq;dml’qgﬁanapan as:onal "Nomor
| Tahun 2005 tentang Standar -Prosedur Opcrasqn?q;pgap;@n dan Pel.ayanan jo.
Peraturan Kepala Baden Pertanthan Nasional:-Repufdik Wesm Nomor 6 Tahun
2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur 0pcrasn Péngaturan
dan Pelayanan Pertanahan untuk Jenis Pelayanan Tertentu

Peraturan tersebut di atas nicrupakan salah.isatu upﬁy&, rqf%pam Birtkrasi ‘pada
Badan. Pemnahan Nasional Republik:Indonesiay. dancsbagsi s uﬁ" (lrgl t'{:ntanghn
adanya pelayanan yaing mampii ‘memenuhi: hamnapvq;&s 2. dan Jttr:}ja,i:linya
peeubshan, paradigma sosial’ ke masyarakataii® untpkaymahpepleh, }ggfﬁ publik
terbaik..di. bldang pertanahan sebagalmann dlamanaﬂ;.gp,r,dp]m ebertuan Undang.
Undang Mamor 25 Tahun 2009 1entang Peleganar &&I%Qq}mﬁ%&a&ﬁa}-@a ne_gara
betiak unfuk mcmperoleh perl.r dungan dm‘kvpaslm hukym %gn Penyf. enggaraan
pelayanan,pubhk _ VS L e

Selain hal tersebu; dengan bc;lakunya Peratuﬁh?ﬁhjdé&%hmomlgﬂghun 2006
tentang . -Badan  Pertanahan Nasxonnl dan™ " frght i konsekut:nsn hukum
ditethitkannya Pcraturan “ep - 1Pg aiuiasiona #ip k Indonesia
Nomgr. 3 ﬂ‘ahun 2006; tentﬁﬁg Orgamsasrdane'l‘am&egg@d agai Niéistonal
Republik. IndQnes:a dan Peraftitan - Kepala_. eBad@a 'al""ﬁbp’ubhk
lndpaﬁgla_Norno_}' 4 Tahun 2005 1entang: @sgamsga, d@%l(a& an?orLWﬂa)rah
Badan Pertanahan ‘Nasionat* dan*Kantor Pertanahan, sehingga peuﬁf' ﬁeﬂ#eéuanan-—
penyesuaian dalam nomenklitur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar
kewenangan-kewenangan tersesut dilaksanakan olch unit kega yang secara teknis
yuridis menjadl kewenangannyt.. -
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5. Scbagaimana telah dijclaskan di: atas bahwa pcraturan ini  bertujuan
menyederhanakan dan mempermydah’ proscs Qp,la,xanu.p pcnanahan sebagaimana
diatur pada Kcputusan Keptla Badan Pertanahan Nahlpnal Nomor | Fahun 2005
dan Peraturan Kepala Badai Pertanahan Nasionak Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2008 yang telah dijunskan sebagai pedoman selama 6 (enam) tahun,
sehingga dengan terbitnya peraturan ini, secara substansial sudah tidak lagi menjadi
masalah. Untuk itu dengan ditetapkannya peraturan ini yang diperlukan hanya
komitmen kita semua untuk segera melaksanakan sccara baik dan bertanggung
jawab dengan mcnjadikan peraturan ini sebagai pcdoman Dalam pelaksanaannya,
kepada para Kepala Kantcr Pertanahan diberi kescmpatan untuk melakukan
penataan sarana fisik loket den penataan sumber daya manusia paling lama 9
(sembilan) bulan, yang artinya sebelum waktu peralihan tersebut oerakhir sudah
dapat untuk dilaksanakan sucara penuh. Sedangkan untuk pelayanan-pelayanan
tertentu sebagaimana pernat diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indoncsia Nomor 6 Tahun 2008 dengan berlakunya peraturan ini
lidak perlu adanya peralihan lagi dép langsung dilaksanakan sebagaimana mestinya,
meskipun masih diberikan jaigka waktu transisi selama 9 (sembilan) bulan untuk
penyesuaian-penyesuaian terszbul di atas.

. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan
wajib melakukan pembinaan pengendalian dan pengawasan kepada seluruh unit
kerja yang berada di lingkungan kerjanya sehingga proses pelayanan dipa,sllkan
dapat berjalan dengan baik da» tepat waklu.

. Sebagai-bentuk pertanggung jiwaban Saudara dan sebag‘ax bahan evalyasi pimpinan
maka kepada Saudara diw:jibkan untuk menyjampmkan laporan, ;pelaksanaan
pelayanan sesuai dengan peraturan ini senap bulan fecara, begjepjang:. -

a. Kepala Kantor Pertanzhin mcnyampdlkan lgporan kepada Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahar Nasionals

b. Kepaia ‘Kantor Wilayah 3adan Pertanahan Mlaqunal menyampaikan laporan
kepada Kepala Badan Pertanahan Nasmnal R‘}Rﬂ-bbk l,pdongssla

. Demikian untuk menjadi nerhatian dan I.Il'l.UJ.k dalak nakin se bagalmaf:almc'stinya_
//: N,

Tembusan Disampaikan kepada Y'th,

. Bapak-Kepala Badan Pertanah:in NaSIonal chuhl'b'ﬁlqml'lesla* - :
2 Para Deputi dan lnspektur Ulama Badan Pcrtandh%]:ﬁmo.l{alr&gpubhk lndones:a.

J
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Selanjutnya untuk lebib memacu 'll'cinerja nelayanan sekaligus sebagai upaya
meningkatkan kepercayaun m.asyarakat terhadap institusi Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia, pada tanggal 25 Januari 2010 telgh ditetapkan Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebaggimana tersebut di atas, sebagai
pedoman dalam memberikan »elayanan yang memuat informasi tentang dasar hukum,

persyaratan, biaya dan waku terkait dengan permohonan yang diajukan’ warga
masyarakat atau badan hukum puhiik maupun privat.

Peraturan ini di sampiny memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk
memahami hak dan kewajibannya dalam pelayanan pertanahan melalui mekanisme
yang sederhana, transparan, akuntabel dan berkepastian waktu serta berkepastian
hukum, juga menuntut kewajiyan kita semua untuk menjadikannya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan dengan'penuh tariggung jawab, baik yang
berkaitan dengan dasar hukum persyaratan, biaya maupun kctepatan waktu yang telah
ditetapkan pada setiap kegiatan pelayanan.

Adapun hal-hal yang perlu mer.dapat perhatian adaiah sebagai berikut:

|. Kepala Satuan Unit Kerja, taik Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
maupun Kepala Kantor Pertanahan, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat
supaya memberikan kenyarianan dengan penataan loket sesuai Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nas:on] Nomor 3 Tahun 2010 tentapg Loket Pelayanan
Pertanahan.

2. Dengan tidak mengurangi niakna kekuatan hukum, dalam ketentuan ini dilakukan
Jjuga penyederhanaan persya-atan meng'gnai perpyataan Jelah dipasapg tanda: batas,
penguasaan fisik dan tidak sengketa cukup dimuat pada satu lembar blangko

permohonan yang bermatsrai cukup, sehingga dapat meringankan beban
masyarakat.

3. Waktu pelayanan dihitung sccara efektif untuk masing-masing unit kerja dan tidak
termasuk  waktu pengiriman.  Waktu tersebug adﬁda,h wakiy terlama untuk
penyelesaian setiap layanan dan d:mungkmka,n papqt dlslt;_lpﬁalkan lebih cepat,
kecuali Hak Tanggungan telap sebagaimana waktu yang telah ditetapkan (tidak
“boleh kurang dan tidak ‘bolzh lebih). PI* samjjihg-\i%u karéna kodd:sn wildyah
Republik Indonesia tidak sama atau berbeda sags éengan lamn ya, untuk itw waktu

terlama semata-mata hanya mengacu kqpadany;lathaymg-dtwung dengan sarana
transportasi yang baik denzan transppxta;r r.hsc;dhﬂ;f(‘fm uptuk wilayah

kepulavan yang harus ditempuh melalui lavf s pa ~uclai:a Jang sangat tergantung
pada cuaca, wakty terscbut tidak meng!kaf, tp%@

kepantasan dan kewajaran di wilayah yang‘bars_ I

. Peraturan ini hanya mengatu’ jenis kegiatan pe &yanan yaﬁg pokok dan sangat
dlbutuhkan masyarakat dalam: kesehariannya. Oleh karena ifu, apabila temyata

tcrdapat jems keg:atan pelayanan yang, dlperlqlia? j’letl masyarakat tapt belum
diatur pada perdturan’ ini, agar dnselesmkah sesual él' gpn kq;cmuanl Jperaturan
perundangan-ﬂndangan yang birlaku. !
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KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDO NESIA
NOMOR 1 TAHUIN'2010
TENTANG |
STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publ k dan dalam rangka menyesuaikan
perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat
di bidang pertanahan perlu penyempurnaan Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Standar Prosedur Operasi Pengatyran dan Pelayanan di
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2008 lentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur
Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis
Pelayar.an Tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasiona' Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan dan
Pengaturan Pertanahan;

-A
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
_ Indonesia Nomor 2043);

Ama aee . an
T R T T T ALY T R T
g g s
*

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 209 Nomor Pd
112, Tembahzn Lembarar Megara Republik Indonesia Nomor I
5038); '

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku :
pada Badan Pertanahan Nasional; P
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan [id
Pertanahan Nasional; 3

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonegia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Ker;a Badan Pertanahan Nasional Replﬁbhk Indoriesia;

o

'
6. Peraturan Kepala Badan, Pertanahan Nasional Republik 'H'_ a‘\
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tenty g Organjisasi-den Tata !

Kerja ‘Kantor Wilayah Badan Pertan; an Nasiohal! dan Kantor
Pertanahan.

T T
TR
LR A Fthy
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(2) Jenis  pclayanan yang me:rupakan rincian dari  kelompok
pelayanan sebagaimara dinaksud pada avat (1) tercantum
dalam Lampiran | peratu-an ini.

{3) Dasar Hukuim, Persyaraten. Biaya, dan Wakiu masing-rnasing
jenis pelayanan sebagaimani dimaksud pada ayat (2) crcantvm
dalam Lampiran II, sedangkan Bagan Alir tercantum dalun
Lampiran 11l peraturan ini.

BAB ]
PERSYARATAN

Pisal 6

(1) Pcrsyeratan pclayanan scb:pzimana dimaksud dalam Pasal 4
hurul b adalah persyaratan vang harus d:scnuhi olch pemohon
agar permohunannya dapet ¢ iproses lebih lanjut.

(2) Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah herupa dokurnen
pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan
scbagaimana tercantum dalamn Lampiran 1l peraturan ini.

{3) Apabila persyarzatan dimakst d pada ayat (2) tidak lengkap maka
Kantor Pertanahan, Kantor \/ilayah Badan Pertanahan Nasional
rnenolak berkas permohcnan

(4) Penolakan dimaksud pada avat (3) dilaksanakan oleh Kepala
Kantor Pcrtanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional atau petugas yang dilunjuk.

BAB IV
BIAYA

P:sal 7

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurul ¢ adalab biaya
pelayanan yang diwajibkan Jiepada pcmohon sesuai dengan
peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis
penerirnaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan
Pertanahan Nasional Republik Indoncsia.

BABV
WAKTU

_ Pusal 8

(1) Waktu sebagaimana dimaisud dalam Pasal 4 hurul d adalah
japgka waktu penyelesaian pclayanan pertanahan erhitung
scjak ponerimaan berkas lenzkap dan telah lunas pcmbayaran
biaya yang ditctapkan.

(2) Jangka waklu scbagaimanz dimaksud pada ayat (1) adalah
jangka waktu paling lama untuk penyclesaian masing-masing
jenis pelayanan pertanahan yang dihitung berdasar hari kerja.

(3) Untuk pelaksanaan pelayanan lebih dari satu jenis pelayanan,

jalngka waktu adalah penjumlahan secara kumulatil waktu yang
dipcrlukan untuk masing-masing jcnis pelayanan.

-3- {4) Jangka ..
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(4) Jangka waklu scbagaimana dimaksud pada avatl (1) tercantum
dalam Lampiran pcraturan id.

{S) Jangka waktu sebagaimana dimaksud oada avar (4) tdak
berlaku bagi permohonan poelayanan pertanahan yang di dalam
prosesnya dikelahui terdapatl scnpgkela, konflik, perkara, alau
masalah hukum lainnya din berkasnya dapat dikembalikan
kcpada pemohon.

{6) Proses penyclesaian layanar scbagaimana dimaksud pada ayal
, [5) diselesaikan scsual dengiin ketentuan peraturan perundang-

undangan.
BAB VI
PRCSEDUR
Paisal 9
Proscdur sebagaimana dimaksad dalam Pasal 4 huruf ¢ adalah
tahapan proses peclayanan unituk masing-masing jenis Kegjatan ,

sebagaimana | bagan alir yanp tercantum dalam Lampiran i
peraturan ini.

BAB Vil
PELAPORAN

Pzsal 10

(1) Kepala Kanilor Pertanahan sctiap bulan melaporkan hasi
pclaksanaan pelayanan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional.

(2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sctiap bulan
mclaporkan hasil pelaksana:zn pelayanan yang menjadi tugasnya
dan pelaksanaan peiayanan scbapgaimana dimaksud pada ayat
(1) kepadd  Kcpala Baaar Pertanahan Nasional Republik
Indoncsia.

3£.B VI
LAIN-LAIN

Casal 11

(1) Untuk kelancaran peleks:naan pelayanan Kepala Kantor
Pertanahan dan Kepala Kintor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional! masing-masing m-:nunjuk koordinator dan petugas
lokel pelayanan yang memgpunyai kccakapan dan kemampuan
sesual dengan kebutuhan pe ayanan.

(2) Koordinalor dan/alau pc.ugas scbagainiana dimaksud pada
ayal (1) ditctapkan secare periodik  olch  Kepala Kantor
Pertanahan alau Kcepala Kantor Wilayah Badan Pertarahan
Nasional paling lama 2 {dua) tahun.

-4- Pasal 12 ...
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Fasal 12

Pelayanan yang belum diatur dalam peraturan om dilaksanakan
scsual dengan ketenluan peaturan  perundang-undangan vang
berlaku.

BAB I1X
KETENTL AN PERALINAN

Fasal 13

Pada saal berlukunya pera uran  ini, permohonan  pelayanan
perianahan yang (clah diterimna  lengkap, dilaksanakan scsuuai
dongun kctentuan yang berlabu scebelum ditclapkannyva perautran
ini.

3AB X
KETEMT JAN PENUTUP

l-anaal 14

Pada saal peraturan int mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Kepala Badan ¢urtanahan Nasional Nomor 1 Tahun
2005 wniang Standar TFroscdur Operasi Pengaturan  dan
Pelayanan di Lingkungan B dan Pertanshan Nasional; dun

2. Peraturan  Kepala Badar Pcrtanahan Nasional Repubhik
Indonesia Nomor 6 Tabun 2008 tenlang Penyederhanaan dan
Perecpatan Standar Prosady r Qperast Pengaturan dan Pelayvanan
Pertanahan Unuuk Jenis Pelayanan Terientu;

dicabut dan dinyatakan tidak terlaku lagi,

Fasai 13

Peraturan ni mulai berlaku  scjak wanggal ditclapkan dengan
lenggang waktu penycesuaian pabng lama 9 [sembilan) bulan.

Ditctapt an di Jakaria,
pada tanggal 25 Januari 201C

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
* REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.1).
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LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAK PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 25 Januari 2010

DAFTAR KELOMPOK DAR JENISE PELAYANAN PERTARAHAN

No. | Kelompok Kode Jenig Pelayanan
Pelayanan Bagan Alir
I | Pelayanan BPNRI.L. ] Ko versi, Pengakuan dan Penegasan
Pendaftaran Tanah Hal.
Pertama Kali

BPNRI.1.2 Persberian Hak

a. fak Milik
1) Hak Milik Perorangan
1 2} Hak Milik Badan Hukum
k. Hak Guna Bangunan
1) Hak Guna Bangunan Perorangan
2) Hak Guna Banéunan Badan
Hukum

Hak Pakai

1} Hak Pakai Ferorangan WNI

¢} Hak Pakai Perorangan WNA

3) Hak Pakai Badan Hukum
Indonesia

1) Hak Pakai Badan Hukum Asing

5) Hak Pakay Instansi Pemerintan

5 Hsk Pakai Pemcrintah Asing

d. Hak Pengelolaan Instansi
Pemerintah /Pemerintah
Daerah/BUMN/BUMD

:")

BPNRI.1.3.a | Wakaf dari Tanak Belum Bersertipikal
{Kenversi, Pengakuan dan Pencgasan
Hax)

BPNRI.1.3.b | Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian

| Ha< Tarah Wakal)

BPNRI.14 P3MB/Prk.5

BPNRI.1.S Pendafltarun Hak Milik Alas Saluan
Rumah Susun

BPNRLLG& Peiaberian Hak Guna Usaha

a. rlak Guna Usaha Perorangan
b. Hak Guna Usaha Badan Hukum '

-6 -
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No.

Kelompok
Pelayanan

I

e —

!

Kode
Bagan Alir

T
Jeris Pelayanan

Pelayanan
Pemeliharaan Data

Pendaftaran Tanah

Analisis yuridis...,

BPNMRIILI

BPNRILIL2

BPNRLI.3.a
BPNRLI.3.b

BPNRI.11.4

BPNRI.11.5

BPNRI.IL&

BPNRI.IL.7

BPNRI.IL.8

i Pe. e.hhan Hak Alaa Tanah ddn Se.tu.m
{ Rumah Susun

a. .ual-Beli

b. F"cwarisan/Wasial

¢. Tukar-Mcnukar

d. Hibah

e. Pembagian Hak Bersama

[. Lelang

g. Pemasukan kedalam
Perusahaan/Inbreng

h. Merger

Gaati Nama Scrtipikal Hak Atas Tanah
da:y Hak Milik Atas Rumah Susun

Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna
Usiha

Peipanjangan Jangka Wakuu Hak Guna
Bagunan/Hak Pakal

Peipanjangan Hak Mlllk Alas Satuan
Rumah Susun

Pernbaruan Hak Guna Bangunan/Hak
Fal:ai dan Pemberian Hak Guna
Ba:igunan/Hak Pakai di atas Hak
Perigelolaan .

! a. Jak Guna Bangunan
| 1) Hak Guna Bangunan Perorangan

| 2) Hak Guna Bangunan Badan
| Hukum oo

b. dak Pakai
1) Hak Pakai Perorangan WNI
!y Hak Pakai Perorangan WNA

) Hak Pakai Badan Hukum
Indonesia

1} Hak Pakai Badan Hukum Asing
1) Hak Pakat Pemerintah Asing

¢. vemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai di alas Hak
’engciolaan

Pembaruan Hak Guna Usaha
a. Hak Guna Usaha Pcrorangan
. Hak Guna Usaha Badan Hukum

Walal dari Tanah Yang Sudah
Bersertipikat

Pcrubdhdn Ha.k 81as Tanah

-7 -
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Kelompok
Pelayanan

it

Pelayanan
Pencatatan
dan Informasi

Pertanahan

Y,

Pelayanan

Tanah

Kode
Bagan Alir

BPNRI.IL9

BPNRI.1I.10

BPNRILIL I

Jems Peld.yanan

Pct u,cahan/ Pcnggabungan/Pemtsah 1y
Ha«¢

a. ’cmecahan/Pemisahan Bidang
Fanah Perorangan

b. Pemccahan/Pemisahan Bidang
Tanan Badan Hukum

¢. Penggabungan Bidang Tanah
Perorangan

d. Penggabungan Bidang Tanah Badan
Hukuim

Seruipikat Penggant Hak Atas Tanah,
Hax Milik Atas Rumah Susun, dan Huk |
ITanggungan karena:

a. Blanko Lama

b. Hilang

. Rusak

Hak Tangguagan

8. Pendaftaran Hak Tanggungan

b. Peﬁghapusan Hak Tangpurigan {Royu)
¢. Peralihan Hak Tanggungan {Cessic)

d. aubrogaw: (Pnrubahan I\red:tur)

BPNRIIIL. 1

BPNRIIN.2

Pzacalatan

a Blekir

b. Sita

t. Pengangkatan Sita
Infarmasi Pertanahan '
a. Pengecekan Seriipikat

b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
| c. Informasi Titik Dasar Tcknik
Inl'orma 3 Pela

Pengukuran Bidang

BPNRLIV.1

Pcngukuran Bidang Tanah i

&. Pengukuran Bidang Uniuk
Keperluan Pengembalian Batas

b. Pengukuran dalam rangka Kegiatin
Invenlarisasi/Pengadeaan Tanah

<. Pengukuran atas Permintaan
Instansi dan/atau Masyarakat
untuk Mengetahui Luas Tanah

d. Pengukuran dalam rangka
Fembuatan Peta Situasi Lengkap
(Topogrdr } - :

e ——— e e — — e

-8-
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No. | Kelompok

Pelayunan

\Y - i’t-:l.uyanan
Pengatluran dan
Penataan
Pertanahan

Vi | Pengtlolaan
Pcngaduan

: e . . e
| Kode | Jenis Pelayanan
i1 Bagan Alir ‘l

BIPMRI.V.1 Kt nnolidast Tanah S\vidldayu

BPNRIV.2 | Pcrtimbangan Tekms

a. Pertimbangzan Teknis Pertanahan

t. Pertimbangan Tcknis
Penatagunaan Tanah

BPNREVILT | Pongelolaar, Pengaduan

el - e R

e

KEPALA BADAN PERTANAMAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.

E——_
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9. Pemecahan/Penggabungan/Pemisahan Hak

a. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Perorarigan

1

S 2 : o .
L P 2. SU T R UL

DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 1. Formulir permohonan yang sudah Sesuai 15 (lima beias) hari » Forpulir permchonan
2. PP No. 48/1994 jo. diisi dan ditandatangani pemdhon ketentuan memuat:
PP No. 79/1996 atau kuasanya di atas materai cukup | peraturan 1. Identitas diri
3. PP No. 24/1997 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan Pemerintah 2. Luas, letak dan
4. PP No. 13/2010 3. Fotacopy identitas pemohon (KTP, KK) . penggunaan tanah
5. PMNA/KBPN dan kuasa apabila dikuasakan, yang tentang Jenis yang dimohon
No. 3/1997 telah dicocokkan dengan aslinya olch dan tarif atas 3. Pemnyataan tanah
6. SE KBPN No. 600- petugas loket jenis tidak sengketa
1900 tanggal 31 Juli | 4. Sestipikat asli penerimnaan 4. Pernyataan tanah
2003 5. {jin Perubahan Penggunaan Tanah, negara bukan dikuasai secara fisik
apabila terjadi perubahan pajak yang 5. Alasan pemecahan
penggunaan tanah berlaku pada .
&. Melampirkar bukt S8P/PPh sesual « .Jangka waktu 15 (lima
dengan ketentuan Badan belas) hari untuk
7. Tapak kavling dan Kantar Feriananan Dorlanzhan samecchan/pemieahan
Nasional sampai dengan 5
Repubiik bidang
Indonesia

Pemecahan/pemisahar
tanah perorangan lebih
dari § bidang hanya
untuk pewarisan dan
waktu penyelesaiannya

disesuaikan

., Himmah Radiatur Rububiya, FH Ul, 2010.
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TE e e e M oae R, ie .

¢. Penggabungan Bidang Tanah Perorangan

e = s e —— i ——— vl e m e E——— e

DASAR HUKUM PERSYARATAN _l BIAYA WAKTU KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 1. Formulir permohonan yang sudah Sesuai 15 {lirna belas] hari s Formulir pcrmchonan
2. PP No. 24 /1997 diisi dan ditandatangani pemohon kKetentuan memuat:

3. PP No. 13/2010 atau Kuasanya di atas materai cukup | peraturan 1. Identitas diri S
4. PMNA/KBPN 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan Pemdrintah 2. Luas, letak dan m
No. 3/1997 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) AW penggunaan tanah =
5. SE KBPN No. 600- dan kuasa apabila dikuasakan, yang E:G.:m.han_m yang dimohon T
1900 tanggal 31 Juli telah dicocokkan dengan aslinya oleh | dan tarif atas 3. Pernyataan tanah o
2003 petugas Joket jenis tidak sengketa g
4. Sertipikat asli penerimaan 4, Pernyataan tanah S
negara bukan . &rcmmE. secara 2
pes yans , f
SRR . _unﬂmmﬂ_u: ngan g
Badan . 58 . 8
Pertanahan | ' ..._m.:mxn Em..hE 15 (¥ma M
5 o _ pelas) han untuk _ m
Republik penggabungan sampai IS
T

dengan 5 bidang
» Penggabungan lebih
dari 5 bidang waktu
penyelesaian
disesuaikan
» Diperlukan
pengukuran apabita:
1. Sertipikat belum
dilampiri gambar
situasi
2. Terjadi perubahan
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